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RIZKI FEBRISARI (B111 11 258), Implementasi Musyawarah Dalam 
Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Pelebaran Jalan Di 
Kabupaten Pangkep. Dibimbing oleh Aminuddin Salle (Pembimbing I) 
dan Sri Susyanti Nur (Pembimbing II).  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 
musyawarah dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten 
Pangkep dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
penentuan ganti rugi dalam musyawarah di Kabupaten Pangkep. 
Penelitian ini bersifat empiris yuridis, yakni menganilisis ketentuan-
ketentuan hukum dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan 
dengan musyawarah dan ganti rugi pelepasan hak atas tanah untuk 
pelebaran jalan dalam pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep. 
Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lapangan dan 
dilakukan pula wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan 
topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan 
melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang 
kemudian dipaparkan secara deskriptif. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) 
Implementasi musyawarah dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan 
di Kabupaten Pangkep, pada dasarnya belum berjalan secara efektif. 
Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, 
Komposisi Panitia Pengadaan tanah yang tidak proporsional; Kedua, 
Proses musyawarah yang terjadi; Ketiga, Waktu pelaksanaan 
musyawarah yang terlampau lama; dan Keempat, Tekanan dalam proses 
musyawarah kepada pemegang hak. (2) Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penentuan ganti rugi dalam musyawarah di Kabupaten 
Pangkep adalah: Pertama, Keberlakuan yuridis dalam pengadaan tanah 
yang terkait dengan tim penaksir harga; Kedua, Harga pasar yang berlaku 
di Kabupaten Pangkep; Ketiga, Kerugian Non-Fisik yang diderita 
pemegang hak atas tanah berupa nilai ekonomis, nilai historis, nilai sosial 
serta dampak psikologis; Keempat, Keterlibatan pihak ketiga dalam proses 
ganti rugi; dan Kelima, Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai 
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A. Latar Belakang Masalah 
      Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk 
kelangsungan hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan hubungan 
manusia dengan tanah sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup 
manusia, baik sebagai tempat tinggal, serta sebagai sumber penghasilan 
yang bernilai ekonomis. Selain itu, bagi Bangsa Indonesia tanah menjadi 
kekayaan nasional yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa 
dan oleh karenanya, tanah harus dikelola secara baik dan cermat. 
      Hubungan erat antara tanah dengan Bangsa Indonesia melahirkan 
hak bangsa Indonesia terhadap tanahnya. Hal ini tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya 
disingkat dengan UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI 1945 menegaskan 
adanya hak Bangsa Indonesia atas tanah di Wilayah Negara Republik 
Indonesia. UUD NRI 1945 juga memberikan dasar bagi lahirnya 
kewenangan negara dalam bentuk hak menguasai negara. Hak 
menguasai negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 
yang menegaskan adanya hak menguasai negara terhadap bumi, air dan 
kekayaan alam yang yang terkandung di dalamnya yang diperuntukkan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih 
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dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria dan selanjutnya 
disingkat dengan UUPA menyatakan bahwa atas dasar ketentuan dalam 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 lahir wewenang negara untuk mengatur 
pemeliharaan, hubungan dan perbuatan hukum orang-orang terhadap 
bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya. Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, bersumber 
wewenang negara untuk mengelolah air, bumi, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam 
pengelolahan dan pemanfaatan tanah di Indonesia masih menimbulkan 
banyak masalah. 
      Salah satu permasalahan yang muncul dibidang pertanahan adalah 
dalam aspek pengadaan tanah. Pengadaan tanah erat kaitannya dengan 
cita Bangsa Indonesia, yakni memajukan kesejahteraan umum yang 
diwujudkan melalui pembangunan nasional yang merupakan amanat 
dalam UUD NRI 1945. Pembangunan Nasional setiap tahunnya terus 
dilakukan, dimana termasuk di dalamnya adalah pembangunan untuk 
kepentingan umum oleh pemerintah. Pembangunan untuk kepentingan 
umum ini terus diupayakan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah 
penduduk yang sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan 
masyarakat. Adapun kebutuhan masyarakat yang dimaksudkan adalah 
kebutuhan akan fasilitas-fasilitas umum. 
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      Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum lahir 
seiring dengan keterbatasan persediaan tanah untuk pembangunan. 
Sehingga untuk memperoleh tanah perlu dilakukan pelepasan hak atas 
tanah dengan memberi ganti rugi kepada pihak yang berhak atas tanah 
atau kepada yang melepaskan atau menyerahkannya.1 Mengingat bahwa 
jumlah tanah di Indonesia sangat terbatas, sedangkan kepentingan di atas 
tanah tersebut tidak terbatas dan bahkan terus bertambah seiring dengan 
kompleksitas kehidupan manusia. Hal tersebut tentunya menimbulkan 
kesenjangan, dimana kesenjangan yang terjadi adalah kesenjangan 
antara jumlah tanah yang tersedia dengan kepentingan manusia di atas 
tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai benturan dan 
permasalahan dibidang pertanahan. 
      Dalam hal persediaan tanah yang masih luas, tentunya pembangunan 
untuk kepentingan umum tidak akan menemui masalah. Akan tetapi pada 
kenyataannya, tanah merupakan sumberdaya alam yang sifatnya terbatas 
dan tidak pernah bertambah luasnya. Pada masa sekarang ini sangat sulit 
melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara, 
karena tanah yang tersedia saat ini adalah tanah yang sudah dilekati 
dengan hak (tanah hak), karena tanah negara yang tersedia sudah sangat 
terbatas persediaannya. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditempuh 
adalah dengan mengambil dan melepasakan hak-hak atas tanah-tanah 
hak tersebut.  
                                                             
1
 Aminuddin Salle, Abrar Saleng, dkk, 2010, Bahan Ajar Hukum Agraria, AS Publishing: 
Makassar, hlm. 276  
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      Adapun dasar perolehan tanah hak milik masyarakat ini tercantum 
dalam Pasal 6 UUPA yang menegaskan bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial berarti bahwa semua hak atas 
tanah bukan hanya milik perorangan semata, melainkan ada hak Bangsa 
Indonesia di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, negara selalu dapat 
mengendalikan atau mengarahkan pengelolahan dan pemanfaatan bumi, 
air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya sesuai dengan kebijakan yang ada. 
      Pemerintah melalui kebijakan ini dalam kepentingan nasional dijadikan 
sebagai kepentingan yang di atas kepentingan perorangan.2 Hal ini 
sejalan dengan pendapat dari Boedi Harsono yang menyatakan bahwa:3 
“Meskipun kepentingan individu tidak boleh diabaikan, tetapi jika 
kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu, 
hingga yang terakhir mengalami kerugian, maka kedepannya harus 
diberikan pengganti kerugian.” 
Terlepas dari itu, bahwa fungsi sosial yang dimiliki oleh semua hak atas 
tanah bukan berarti bahwa kepentingan perorangan akan terdesak 
dengan kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan 
dan kepentingan masyarakat sebagai pemegang hak. Sehingga pada 
akhirnya, perwujudan dari fungsi sosial atas tanah dalam kaitannya 
                                                             
2
 Yusriadi, 2010, Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Genta 
Publishing: Yogyakarta, hlm. 60  
3
 Ibid.,hlm. 46  
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dengan kepentingan umum hendaknya dijaga agar kepentingan diri 
mereka yang ekonominya lemah mendapat perlindungan yang wajar.
4
 
       Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di 
Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama: Pencabutan hak 
dan yang Kedua: Pelepasan hak atas tanah. Dari kedua cara tersebut, 
lazimnya yang digunakan adalah dengan pelepasan hak atas tanah. 
Pelepasan hak atas tanah sendiri berarti bahwa perbuatan hukum yang 
semula terdapat antara pemegang hak dan tanahnya melalui musyawarah 
untuk mencapai kata sepakat dengan cara memberikan ganti rugi kepada 
pemegang haknya, sehingga tanah yang bersangkutan berubah statusnya 
menjadi tanah negara.5 Melalui pelepasan hak atas tanah, maka hak 
seseorang atas tanahnya akan hilang setelah diadakannya pembayaran 
ganti rugi dan tanahnya diambil serta digunakan untuk pembangunan 
kepentingan umum.6 
      Masalah yang kemudian muncul dalam pelepasan hak atas tanah 
adalah terkait dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah yang 
berdampak pada kesediaan masyarakat untuk melepaskan haknya. 
Dalam hal ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa hak 
atas tanah yang dimilikinya adalah hak mutlak,7 padahal jelas dalam Pasal 
6 UUPA menegaskan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. 
                                                             
4
 Andrian Sutedi, 2008, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di dalam Pengadaan 
Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 57  
5
 Aminuddin Salle, Abrar Saleng, dkk, Op. Cit., hlm. 193  
6
 Yusriadi, Op. Cit., hlm. 40  
7
 Andrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 345  
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Masalah yang terjadi dalam pelepasan hak atas tanah adalah adanya 
perbedaan permintaan masyarakat dengan penawaran yang diberikan 
oleh pemerintah. Masyarakat menghendaki harga setinggi-tingginya dari 
harga pasar atau paling tidak sesuai dengan harga pasar, sedangkan 
pemerintah menawarkan harga di bawah harga pasar. Pemerintah dalam 
menentukan nilai ganti rugi seringnya berpatokan pada nilai jual objek 
pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP,8 yang pada kenyataannya 
bahwa harga pasar memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP. 
Penawaran pemerintah terkait dengan ganti rugi memberi dampak 
terhadap psikologi dari pemegang hak dalam melepaskan hak atas 
tanahnya. 
      Dari hasil penelitian penulis terkait proyek Trans Makassar-Pare Pare 
untuk pelebaran jalan poros di Kabupaten Pangkep, menunjukkan bahwa 
musyawarah terkhusus dalam penentuan ganti rugi belum berjalan efektif 
dan sebagaimana seharusnya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 
pemegang hak atas tanah yang belum bersedia melepaskan hak atas 
tanahnya untuk pelebaran jalan poros Kabupaten Pangkep.  
      Terdapat pula ketimpangan-ketimpangan di lapangan, seperti dalam 
proses ganti rugi oleh pemerintah selaku pihak yang berkepentingan 
dengan masyarakat selaku pemegang hak. Terdapat perbedaan signifikan 
yang tidak berdasar antara nilai ganti rugi pemegang hak yang satu dan 
lainnya, seperti dalam nilai ganti rugi bangunan permanen, bangunan 
                                                             
8
 Ibid., hlm. 355  
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semi permanen, dan pekarangan. Tentunya hal tersebut menjadi salah 
satu permasalahan dasar yang mengakibatkan lambatnya penyelesaian 
pengerjaan pembangunan untuk kepentingan umum terkait dengan 
pelebaran jalan raya poros di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. 
B. Rumusan Masalah 
1. Sejauhmana implementasi musyawarah dalam pengadaan tanah 
untuk pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan ganti rugi 
dalam musyawarah di Kabupaten Pangkep? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi musyawarah dalam pengadaan 
tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep  
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan 
ganti rugi dalam musyawarah di Kabupaten pangkep. 
  Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya 
dalam kajian Hukum Pengadaan Tanah. 
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
masukan kepada semua pihak utamanya masyarakat Kabupaten 
Pangkep dan kalangan akademis yang memiliki perhatian serius 







      Pengertian tanah membawa implikasi yang luas dibidang pertanahan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanah diartikan sebagai 
permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. Selanjutnya, 
menurut Herman Soesangobeng secara filosofis hukum adat melihat 
tanah sebagai benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya 
dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati 
diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam 
jalinan susunan keabadian tata alam besar (macro-cosmos) dan alam 
kecil (micro-cosmos). Dalam pada itu, tanah dipahami secara luas, 
sehingga meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam, serta 
manusia sebagai pusat, maupun roh-roh alam supranatural yang terjalin 
secara utuh dan menyeluruh.9 
      Selain itu, tanah memiliki 2(dua) arti penting dalam kehidupan 
manusia, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Tanah sebagai 
social asset adalah sebagai sarana pengikat kesatuan dikalangan 
lingkungan sosial untuk kehidupan, sedangkan capital asset adalah 
sebagai modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda 
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ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan 
objek spekulasi.
10
   
       Selanjutnya, dalam Pasal 4 UUPA pengertian tanah adalah: 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan hukum.” 
Makna permukaan bumi dalam Pasal 4 sebagai bagian dari tanah yang 
dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-
hak yang timbul di atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di 
suatu persoalan hukum.11 Selain pengertian dari UUPA, tanah menurut 
A.A Oka Mahendra adalah:12 
“Bagian dari kehidupan masyarakat dan bahkan dari kehormatan, 
karena itu, tanah bukan saja dapat dilihat dalam konteks ekonomi 
sebagai salah satu produksi, tetapi lebih dari itu tanah mempunyai 
hubungan emosional dengan masyarakat. Tanah juga merupakan 
sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi masyarakat Indonesia 
yang agraris.” 
 
Tanah sendiri menurut Mulyono, mempunyai banyak pengertian yang 
sangat bergantung pada ruang lingkup pemakaiannya, yang disesuaikan 
dengan perkembangannya mencangkup tiga pengertian, yaitu:13 
1. Tanah dalam arti tubuh tanah (soil) penekanannya terutama 
sebagai media tumbuhnya tanaman atau sebagai tempat tumpuan 
fondasi bangunan. Tubuh tanah digambarkan sebagai susunan 
lapisan tanah mulai dari permukan tanah sampai ke dalam tanahnya 
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 Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, 
Bayumedia: Malang, hlm. 1  
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 Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 3 
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 I Wayan Suandra, 1994, Hukum Pertanahan Indonesia, PT. Rineka Cipta: Jakarta, 
hlm.9  
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 Sri Susyanti, 2009, Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan dalam Bentuk Bank 
Tanah Guna Menunjang Pembangunan Kota Berkelanjutan, Disertasi, Pascasarjana, Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 59-60  
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atau sampai batuan atau bahkan induk di bawahnya. Segumpal tanah 
tersusun atas butiran-butiran partikel tanah (padat), yang rongga-
rongga diantara partikel padat terdapat terisi cairan (larutan), dan atau 
udara (gas). Butiran padat terdiri atas kristal mineral anorganik dan 
organik padat.  
2. Tanah dalam arti materi yang diangkut/dipindahkan (mineral), 
materi tanah biasanya untuk keperluan bangunan/konstruksi atau 
sebagai bahan tambang untuk materil bangunan. Misalnya tanah, 
pasir untuk bangunan, kaolinit, semua bahan untuk semen, porselin, 
dan keramik.  
3. Tanah dalam arti bentang tanah (land) yang mencangkup lapisan 
permukaan bumi dan ruang di atasnya sebatas yang berkaitan 
dengan penggunaan tanah tersebut. Pengertian ini menekankan 
tanah sebagai benda yang tidak bergerak dalam pengertian ruang. 
 
B. Fungsi Sosial Tanah 
      Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan 
nasional. Sebagian besar kebutuhan manusia terpenuhi dengan adanya 
tanah, dengan kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam 
kelangsungan hidup manusia. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 
menyatakan bahwa : 
“Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besar 
untuk kemakmuran rakyat”. 
 
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan landasan adanya hubungan 
hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana negara dalam hal ini 
bertindak sebagai subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi 
terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk 
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pada tingkatan tertinggi, tanah 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. Untuk mencapai 




“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh 
negara, sebagai organisasi seluruh rakyat.” 
 
      Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang 
menyatakan bahwa: 
“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini 
memberi wewenang untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut; 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;  
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, 
air, dan ruang angkasa.” 
Hal tersebut bertujuan agar segala sesuatu yang telah diatur dapat 
mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Adapun kekuasaan 
negara yang dimaksudkan tersebut mengenai seluruh bumi, air, dan ruang 
angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. 
Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan 
sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara 
memberi kekuasaan kepada yang memiliki untuk menggunakan haknya, 
sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
UUPA, menyatakan bahwa: 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan-badan hukum”. 
Isi dari Pasal 4 ayat (1) UUPA tersebut dapat disimpulkan bahwa negara 
mempunyai wewenang memberikan hak atas tanah kepada seseorang 
12 
 
atau badan hukum. Pada dasarnya setiap hak atas tanah baik secara 
langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, dimana 
hak bangsa tersebut merupakan hak bersama seluruh rakyat dan 
dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut 
mengandung arti bahwa tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 6 Undang-
Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa semua hak atas tanah 
mempunyai fungsi sosial. 
      Hal tersebut menjelaskan bahwa tanah harus dipergunakan sesuai 
dengan keadaan bahwa tanahnya dan sifat dari haknya serta tidak dapat 
dibenarkan pemakaian tanah secara merugikan dan bertentangan dengan 
kepentingan rakyat.14 Dalam arti bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi 
pemegang hak atas tanahnya saja tetapi juga bagi bangsa Indonesia 
seluruhnya, dengan konsekuensi bahwa penggunaan hak atas sebidang 
tanah juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Penggunaan 
tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya, 
sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagian yang 
mempunyainya serta bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Akan 
tetapi, hal tersebut bukan berarti kepentingan seseorang terdesak oleh 
kepentingan masyarakat atau negara, dimana diantara dua kepentingan 
tersebut harus seimbang. 
     UUPA sangat memperhatikan hak-hak perseorangan, kepentingan 
perseorangan dan masyarakat harus saling mengimbangi, hingga pada 
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 Aminuddin Salle, Abrar Saleng, dkk, Op. Cit., hlm. 82  
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akhirnya akan tercapai tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan dan 
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Berhubungan dengan fungsi 
sosialnya, maka sesuatu yang wajar bahwa tanah harus dipelihara 
dengan baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. 
Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya 
atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban 
pula dari setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai 
hubungan dengan tanah yang bersangkutan. 
C. Hak Atas Tanah 
1. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah 
     Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada 
yang punya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari 
tanah yang dihakinya.15 Dimana hak atas tanah tercantum jelas dalam 
UUPA.   
1) Hak Milik (HM), dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA dinyatakan 
bahwa hak milik merupakan hak turun-menurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan tidak 
melupakan ketentuan dalam Pasal 6 yang terkait dengan fungsi 
sosial atas tanah. Isi dan sifat Hak Milik disebutkan turun-menurun, 
terkuat dan terpenuh. Sudargo Gautama memakai turun-menurun 
sebagai hak yang dapat diwarisi dan diwariskan,16 sedangkan 
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 Efendi Paragian, 1991, Hukum Agraria Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum, Rajawali: Jakarta, hlm. 229  
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makna terkuat dan terpenuh dalam Pasal 20 UUPA adalah untuk 
membedakannya dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna 
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP) dan lainnya yaitu untuk 
menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat 
dipunyai orang HMlah yang ter(paling kuat dan terpenuh). 
Subjek dari HM dipertegas pada Pasal 21 UUP yang menyatakan 
bahwa: hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak 
milik. Hal ini merupakan penjabaran dari asas kebangsaan/prinsip 
nasionalitas, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) 
UUPA. Adapun tanah yang dapat diberikan HM dapat dari tanah 
yang berstatus tanah negara, tanah ulayat, ataupun tanah yang 
merupakan hak milik adat, dimana status itu berimplikasi pada 
terjadinya HM.17 
2) Hak Guna Usaha (HGU), dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan 
bahwa: 
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah 
yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan 
pertanian, perikanan atau peternakan.  
 
Ada 3 unsur penting dari ketentuan tersebut, yaitu: Pertama, 
kemungkinan pemberiannya hanya diatas tanah negara. Dalam 
hal ini HGU merupakan hak meguasasi yang diperoleh dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara; Kedua, 
kemungkinan penggunaannya hanya untuk usaha pertanian. 
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Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah penggunaan HGU yang 
ditujukan untuk maksud pertanian, perikanan atau peternakan. 
Pertanian yang dimaksud dalam hal ini adlah baik pertanian 
berskala besar seperti perkebunan, dan skalai kecil meliputi 
pertambakan dan kolam ikan, sedang yang dimaksud dengan 
peternakan adalah penggembalaan ternak yang bersifat limitatif; 
Ketiga, jangka waktunya tertentu. Dalam Pasal 29 UUPA, 
menyatakan bahwa: 
1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lambat 25 
tahun; 
2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih 
lama, dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling 
lama 35 tahun; 
3. Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan 
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 
1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu 
paling lama 25 tahun. 
   Penjelasan dalam Pasal 29 UUPA menyatakan bahwa menurut 
sifat dan tujuannya, hak guna usaha adalah hak yang waktu 
berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan 
kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang 
sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-
tanaman yang berumur panjang.  
3) Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan 
bahwa: HGB merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 
dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh tahun). 
16 
 
Berangkat dari definisi ini, diketahui bahwa pemilik bangunan 
berbeda dengan pemilik hak atas tanah dimana bangunan tersebut 
didirikan. Pemilik hak atas tanah yang dimaksudkan adalah sama 
halnya dengan hak atas tanah lainnya, yaitu orang (warga negara 
Indonesia) atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.  
Selain itu, Pasal 35 ayat (1) UUPA tersebut mengandung unsur-
unsur penting dari HGB, yaitu: Pertama, HGB adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah. Bagunan 
tersebut bisa sebagai hunian maupun rumah tempat usaha, rumah 
tempat kegiatan olahraga, dan lainnya; Kedua, objek tanah yang 
dapat diberikan HGB berupa: tanah negara, tanah Hak 
Pengelolaan, dan Tanah Hak Milik; Ketiga, jangka waktu HBG 
maksimal adalah 30 tahun, sehingga jikalau dalam waktu tersebut 
belum digunakan untuk mempunyai atau mendirikan bangunan, 
maka HGB tersebut seyogyanya tidak dapat diperpanjang. Adapun 
subjek dari HGB adalah sesuai dengan yang tercantum dalam 
Pasal 36 ayat (1) UUPA, bahwa hanya warga negara dan badan 
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 
di Indonesia. Serta objek dari HGB dalam Pasal 35 UUPA adalah 
diberikan kepada yang bukan milik dari pemegang HGB itu sendiri.  
4) Hak pakai (HP), merupakan hak untuk menggunakan dan atau 
memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai 
langsung oleh negara, atau tanah milik orang lain yang 
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memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan 
jiwa dan ketentutan-ketentuan UUPA (Pasal 41 ayat (1) UUPA). 
Oleh karena itu, pemberian hak pakai atas tanah itu hanya dapat 
diberikan selama jangka waktu tertentu dan selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan tertentu juga dengan pembayaran 
cuma-cuma atau dengan berupa jasa apapun.18 
 Terjadinya hak pakai berdasarkan asal tanahnya dapat dibedakan   
      menjadi: 
1) Hak pakai atas tanah negara; 
2) Hak pakai atas tanah hak pengelolaan; 
3) Hak pakai atas tanah hak milik. 
5) Hak Sewa, dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA, seseorang tau badan 
hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila diperlukan untuk 
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya 
sejumlah uang sebagai sewa. Dalam Pasal 44 dan 45 UUPA 
dinyatakan bahwa oleh karena hak sewa merupakan hak pakai 
yang mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri. Hak 
sewa bangunan dalam hal ini, pemegang hak sewa untuk 
bangunan tidak dapat mengalihkan hak sewanya kepada pihak lain 
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tanpa seizin dari pemilik tanah. Apabila hal ini yang terjadi maka, 
berakibat putusnya hubungan sewa-menyewa antara pemegang 
hak sewa untuk bangunan dengan pemilik tanah.  
6) Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara 
Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf h UUPA, yang selanjutnya kembali 
disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu: 
1) Hak Gadai (gadai Tanah)  
Hak Gadai (Gadai Tanah), dalam UUPA tidak dijelaskan 
terkait dengan pengertian dari hak gadai tersebut. Menurut 
Boedi Harsono, gadai tanah adalah:19 
“Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah 
kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang gadai 
dari padanya.” 
2) Hak Usaha Bagi Hasil  
Hak Usaha Bagi Hasil, sama dengan hak gadai, tidak adanya 
penyebutan pengertian dalam Pasal 53 UUPA. Menurut 
Boedi Harsono, hak usaha bagi hasil adalah:20 
“Hak seseorang atau badan hukum (yang disebut 
penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di 
atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) 
dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 
kedua belah pihak menurut imbangan yang telah 
disetujui sebelumnya.” 
3) Hak Menumpang 
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Hal yang sama dengan hak menumpang, seperti dua hak 
atas tanah yang bersifat sementara sebelumnya, dalam 
UUPA juga tidak dicantumkan pengertian khusus dari hak 
menumpang itu sendiri. Menurut Boedi Harsono, hak 
menumpang adalah:21 
“Hak yang memberikan wewenang kepada seseorang 
untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah 
pekarangan milik orang lain. Diatas tanah itu 
dimungkinkan adanya bangunan pemilik tanah, akan 
tetapi mungkin masih ada pekarangan yang kosong 
untuk mendirikan bangunan dengan melekatnya hak 
menumpang.” 
 
4)  Hak Sewa Tanah Pertanian 
Hak atas tanah yang bersifat sementara yang terakhir adalah 
hak sewa tanah pertanian. Hak sewa tanah pertanian 
merupakan perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan 
penguasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian 
kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu 
dan sejumlah uang sebagai sewa yang ditetapkan atas 
dasar kesepakatan kedua belah pihak. 22 
2. Kewajiban-Kewajiban yang Terkandung dalam Hak Atas Tanah  
      Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah 
yang bersangkutan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut 
Pasal 4 ayat (2) UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula bumi, air dan 
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ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan menggunakan tanah 
dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lainnya. 
Hak atas tanah, selain mengandung kewenangan juga mengandung 
kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban tersebut antara 
lain:23 
a. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa 
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; 
b. Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara 
tanah dan mencegah kerusakannya; 
c. Khusus untuk tanah pertanian adanya ketentuan Pasal 10 
UUPA yang memuat asas bahwa tanah pertanian wajib 
dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif. 
      Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula 
pembatasan-pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari 
haknya sendiri (dalam). Pembatasan umum antara lain tidak boleh 
merugikan atau mengganggu pihak lain, pembatasan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, misalnya adanya planning penggunaan tanah atau 
land use planning, ketentuan pemerintah daerah tentang rooilyn garis 
sempadan, sedangkan pembatasan dari dalam terdapat pada masing-
masing hak yang bersangkutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri dan sifat 
tanah tersebut, misalnya hak guna bangunan maka tanah tersebut hanya 
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boleh untuk mendirikan bangunan dan tidak boleh dipergunakan untuk 
pertanian. 
D. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 
      Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan 
pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.24 Dalam kegiatan 
pengadaan tanah terdapat dua kepentingan pihak, yaitu instansi 
pemerintah yang memerlukan tanah dan masyarakat yang tanahnya 
diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Tanah sebagai kebutuhan dasar 
manusia merupakan perwujudan hak ekonomi, sosial dan budaya, maka 
pengadaan tanah harus dilakukan melaui suatu proses yang menjamin 
tidak adanya pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain. 
      Di samping itu, mengingat bahwa masyarakat merelakan tanahnya 
untuk suatu kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa 
kesejahteraan ekonominya tidak akan menjadi lebih buruk dari keadaan 
semula, paling tidak harus setara dengan keadaan sebelum tanahnya 
digunakan oleh pihak lain.25 Pengadaan tanah bagi pembangunan 
kepentingan umum dengan berasaskan: kemanusiaan, keadilan, 
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, 
kesejahteraan, keberlanjutan, keselarasan, diharapkan dengan asas-asas 
ini pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum dapat berjalan 
seperti apa yang direncanakan dan harapkan. 
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1. Pengadaan Tanah  
      Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk 
memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya 
bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan 
dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan 
pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan 
pembangunan.26 Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2012 menyatakan bahwa pengadaan tanah merupakan kegiatan 
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan 
adil kepada pihak yang berhak. 
      Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, istilah 
pengadaan tanah lahir karena keterbatasan persediaan tanah untuk 
pembangunan, sehingga untuk memperoleh tanah perlu dilakukan dengan 
memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah itu atau 
kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah. Pada prinsipnya 
Hukum Agraria Indonesia mengenal 2 (dua) bentuk pengadaan tanah 
yaitu: 
a. Pencabutan hak atas tanah; 
Pencabutan hak atas tanah menurut UUPA adalah pengambilalihan 
tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa, yang 
mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang 
bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam 
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memenuhi sesuatu kewajiban hukum.27 Dasar hukum pengaturan 
pencabutan hak atas tanah diatur dalam Pasal 18 UUPA yang 
menyatakan bahwa: 
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas 
tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang 
layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.” 
 
b. Pelepasan hak atas tanah. 
Pelepasan hak dalam Pasal 1 angka 9 UUPA adalah: 
“Pelepasan hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum 
dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga 
Pertanahan.” 
Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa 
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan 
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah 
dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi 
atas dasar musyawarah. Secara lengkap pelepasan hak atas tanah 
merupakan suatu perbuatan hukum berupa melaksanakan 
hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak dan 
tanahnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat 
dengan cara memberikan ganti rugi kepada pemegang haknya, 
sehingga tanah yang bersangkutan berubah menjadi tanah 
negara.28 
      Pelepasan hak dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari 
pemegang hak, baik mengenai teknis pelaksanaannya maupun 
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bentuk atau besar ganti rugi. Apabila si pemegang hak tidak 
bersedia melepaskan atau menyerahkan tanahnya, maka 
pemerintah melalui musyawarah baik dengan instansi terkait serta 
para pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan pelebaran 
jalan dengan diberikan ganti rugi. 
2. Kepentingan Umum 
Kepentingan umum dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum menyatakan bahwa:  
Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. 
 
Sejalan dengan hal tersebut, maka seharusnya kepentingan umum 
seimbang dengan kepentingan individu yang jelas tercantum dalam Pasal 
9 UUPA. Begitu pentingnya arti kepentingan umum dalam kehidupan 
bernegara yang dalam praktiknya berbenturan dengan kepentingan 
individu maka perlu untuk didefinisikan dengan jelas. John Salindeho 
memberikan pengertian kepentingan umum yaitu:29 
“Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 
bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, 
psikologis, dan pertahanan, keamanan nasional atas dasar asas-asas 
Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional 
serta Wawasan Nusantara.” 
 
Selanjutnya diikuti oleh Wayan Suandra mengatakan bahwa:30 
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“Kepentingan umum pada dasarnya adalah segala kepentingan yang 
menyangkut kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan 
masyarakat luas dan kepentingan-kepentingan pembangunan yang 
sifatnya menurut pertimbangan Presiden perlu bagi kepentingan 
umum.” 
      Konsep kepentingan umum tidak pernah dirumuskan dengan 
memadai dalam hukum positif. Hal ini sebagai konsekuensi dari konsep 
kepentingan umum yang tidak dapat didefinisikan pengertiannya. 
Kepentingan umum pada dasarnya hanya berupa konsep yang dapat 
ditetapkan kriterianya saja, dan tidak dapat dirumuskan pengertiannya. 
Kepentingan umum adalah konsep hukum yang kabur, hanya untuk 
alasan praktis konsep kepentingan umum diterapkan.31 Menurut Michael 
G Kitay, doktrin kepentingan umum dalam berbagai negara diungkapkan 
dalam dua cara yaitu:32 
a. Pedoman Umum (General Guide) 
Negara hanya menyatakan bahwa pengadaan tanah dibutuhkan 
untuk kepentingan umum atau yang secara umum menyebutkan 
bahwa pengadaan tanah harus berdasarkan kepentingan umum 
(Public Purpose). Istilah Public menjadi social, general, commom, 
atau collective. Sedangkan, kata purpose diganti menjadi need, 
necessity, interest, function, utility, atau use. Negara yang 
menggunakan pedoman umum ini, biasanya tidak secara eksplisit 
mencantumkan kegiatan yang termasuk kepentingan umum. 
 
 
b. Ketentuan-Ketentuan Daftar 
Penyebutan kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan yang 
secara jelas mengidentifikasikan tujuannya. Daftar ini secara eksplisit 
mengidentifikasi kepentingan itu. Kepentingan yang tidak terdaftar 
dalam daftar tersebut, tidak dapat dijadikan dasar pengadaan tanah. 
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Selanjutnya Maria Sumardjono menyatakan bahwa konsep kepentingan 
umum harus memenuhi dua hal yaitu:  
Pertama, peruntukannya, yakni ditujukan untuk kegiatan apa, dan 
Kedua, kemanfaatannya, apakah kegiatan tersebut memberikan 
manfaat bagi masyarakat.33 
 
Gunanegara mengidentifikasikan ada enam syarat kepentingan umum, 
yaitu:34 
a. Dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara; 
b. Tidak boleh diprivatisasi; 
c. Tidak untuk mencari keuntungan; 
d. Untuk kepentingan lingkungan hidup; 
e. Untuk tempat ibadah/tempat suci lainnya; 
f. Ditetapkan dalam undang-undang.  
      Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa pengadaan 
tanah dan kepentingan umum merupakan dua hal berbeda yang tidak 
dapat dipisahkan. Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
menyatakan bahwa: 
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah, meliputi :  
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a. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air 
minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;  
b. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan 
lainnya;  
c. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api ,dan terminal;  
d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;  
e. Tempat pembuangan sampah;  
f. Cagar alam dan cagar budaya; 
g. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.  
 
3. Dasar Hukum 
     Dasar hukum pengadaan tanah di Indonesia sebagai peraturan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam pengadaan tanah di 
Kabupaten Pangkep adalah: 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak 
Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya; 
b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan 
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Tanah dan Benda-Benda yang 
Ada di Atasnya; 
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembebasan Tanah; 
d. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum beserta pelaksanaannya, yaitu keputusan 
kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan pelaksanaan 
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Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 
e. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;   
f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum. 
E. Musyawarah 
      Musyawarah merupakan sebuah proses bertemunya satu pihak 
dengan satu atau lebih pihak lainnya dengan maksud dan tujuan yang 
sama, yakni demi mendapatkan sebuah kesepakatan untuk saling 
menguntungkan melalui perundingan yang dilakukan oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan. Musyawarah juga dapat diartikan sebagai salah 
satu bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan yang telah 
direncanakan oleh Pemerintah. Adanya peran serta masyarakat berarti 
terdapat komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus menerus 
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      Pasal 1 angka 10 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 musyawarah 
merupakan:  
Kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, memberi, dan 
menerima, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai 
bentuk dan besarnya ganti kerugian dan masalah lain yang berkaitan 
dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan 
kesertaan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, 
dan benda-benda yang berada di atas tanah dengan pihak yang 
memerlukan tanah. Dalam hal ini, pengertian musyawarah adalah 
dalam arti kualitatif, dipentingkan dialog secara langsung. 
 
Ketentuan tersebut di atas menyiratkan pentingnya musyawarah antara 
pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah dalam 
rangka mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dalam pelaksanaan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus 
selalu diutamakan guna mencegah hal-hal yang tidak diharapkan oleh 
masing-masing pihak dikemudian hari. Kesepakatan harus dilakukan atas 
dasar persesuaian kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur 
paksaan, kekhilafan, dan penipuan.36 
      Selain itu, musyawarah juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau 
kegiatan saling mendengar dan sifat saling menerima pendapat dan 
keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara para pihak untuk 
memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti 
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kerugian.37 Musyawarah ini dilakukan secara langsung antara pemegang 
hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lainnya yang 
berada di atas tanah dengan panitia pengadaan tanah, dan instansi 
pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah.38 Akan 
tetapi, apabila jumlah pemegang hak atas tanah tidak memungkinkan 
musyawarah secara efektif, dibuka kemungkinan adanya wakil-wakil yang 
ditunjuk diantara para pemegang hak atas tanah, yang sekaligus bertindak 
selaku kuasa mereka. 
      Musyawarah dalam kaitannya dengan pengadaan tanah membahas 
beberapa hal penting, seperti: 
1. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilokasi 
tersebut; 
2. Bentuk dan besarnya ganti kerugian. 
Pelaksanaan musyawarah terkait dengan pelepasan hak atas tanah 
adalah:39 
1. Musyawarah dilakukan secara langsung antara tim dengan para 
pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan 
atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang 
bersangkutan;  
2. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan pemilik 
bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait 
dengan tanah yang bersangkutan tidak memungkinkan 
terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah dapat 
dilaksanakan bergiliran secara parsial atau dengan wakil yang 
ditunjuk diantara dan oleh mereka;  
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3. Dalam hal musyawarah dilaksanakan melalui perwakilan 
penunjukkan wakil dibuat dalam bentuk surat kuasa yang diwakili 
oleh lurah kepala desa setempat. 
 
      Pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah, diharapkan dapat 
selesai sebelum jangka waktu 90 hari berakhir, oleh karena apabila 
setelah diadakannya musyawarah tetapi tidak tercapai kesepakatan, 
panitia pengadaan tanah menetapkan bentuk dan ganti kerugian dan 
selanjutnya akan dititipkan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya 
meliputi lokasi tanah yang bersangkutan. Musyawarah dalam rangka 
menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian tidak hanya 
menitikberatkan pada segi formalitas/prosedur belaka, misalnya undangan 
musyawarah, frekuensi dilakukan musyawarah, jumlah peserta, dan 
sebagainya, dibandingkan dengan masalah substansialnya.40 
Untuk menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah harus 
dilandasi dengan asas kesejajaran antara pihak-pihak yang 
bermusyawarah dan dilaksanakan tanpa adanya tekanan apapun, baik 
verbal maupun non-verbal. Walaupun secara prosedur musyawarah 
memenuhi syarat, namun tidak dapat dikatakan telah dicapai kesepakatan 
karena tekanan itu merupakan perwujudan dari pemaksaan kehendak 
satu pihak untuk menekan pihak lain agar mengikuti kehendaknya.41 
      Dapat dikatakan bahwa, apabila berhasil dalam musyawarah akan 
berhasil pula proses pelepasan hak atas tanah terkait dengan pengadaan 
tanah, dan sebaliknya kegagalan dalam musyawarah akan 
                                                             
40
 Maria SW Sumardjono, 2009, Op.Cit., hlm. 260  
41
 Ibid.,  
32 
 
mengakibatkan kegagalan dalam pengadaan tanah. Hasil musyawarah 
merupakan forum tertinggi dalam menentukan ganti rugi apabila 
musyawarah mencapai kesepakatan bersama, dan sebaliknya kalau tidak 
mencapai kesepakatan, maka tujuan dari musyawarah itu tidak tercapai.42 
Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka upaya 
pemerintah selanjutnya adalah dengan menitipkan uang ganti rugi 
pemegang hak ke pengadilan negeri setempat, hal ini disebut dengan 
konsinyasi. 
      Konsinyasi dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006, baik dalam uji 
legalitas suatu proyek pembangunan untuk kepentingan umum atau 
keabsahan prosedural pelaksanaan praktik pengadaan tanah di 
masyarakat menjadi persoalan hukum. Persoalan hukum yang timbul 
karena, tidak dikenalnya konsinyasi dalam pengurusan belanja negara. 
Pengeluaran negara menggunakan bukti yang sah, benar dan jelas 
peruntukannya.43 Bukti penitipan uang ke pengadilan bukan bukti yang 
benar dan bertentangan dengan mekanisme pelaksanaan pembayaran 
atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 
F. Ganti Rugi 
      Istilah ganti rugi dalam Pasal 1 angka 11 Perpres Nomor 35 Tahun 
2005 Jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa, ganti 
kerugian adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/non 
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fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, 
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah 
yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat 
kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena proyek  pengadaan tanah.  
Adapun bentuk dan besarnya ganti rugi dalam Pasal 13 Perpres 
Nomor Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yaitu berupa: 
a. Uang; dan/atau; 
b. Tanah pengganti; dan/atau; 
c. Pemukiman kembali; dan/atau; 
d. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 
e. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”  
Dengan dasar perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006, yaitu: 
(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :  
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya 
dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun 
berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga 
Tanah yang ditunjuk oleh panitia;  
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah 
yang bertanggung jawab di bidang bangunan;  
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab di bidang pertanian. 
  (2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta.”  
 
Masalah ganti kerugian merupakan isu sentral yang paling rumit 
penanganannya dalam upaya pengaadan tanah oleh pemerintah dengan 
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memanfaatkan tanah-tanah hak. Penilaian harga tanah yang terkena 
pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai 
Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah. Lembaga Penilai Harga Tanah 
saat ini dipercayakan kepada Lembaga Penilai Independen yaitu 
Lembaga Appraisal yang mendapat lisensi dari Menteri Keuangan dan 
Badan Pertanahan Nasional, sedangkan untuk harga bangunan dan/atau 
tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah 
dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang 
membidangi bangunan dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah 
tersebut. Tim penilai harga tanah melakukan penilaian harga tanah 
berdasarkan NJOP atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan 
NJOP tahun berjalan. Adapun nilai nyata menurut Maria SW Sumardjono 
adalah:44 
“Nilai nyata (Market Value) atau harga pasar yang wajar, yaitu harga 
yang disepakati penjual dan pembeli untuk sebidang tanah dalam 
keadaan yang wajar, tanpa adanya unsur paksaan untuk menjual atau 
membeli. Walaupun sebenarnya terdapat bebrapa alternative yang 
dapat dijadikan dasar penentuan market value, namun kiranya nilai 
nyata atau sebenarnya sebagai dasar penentuan ganti kerugian 
memenuhi syarat untuk diterapkan, mengingat bahwa kegiatan 
pembangunan ini sama sekali tidak ditujukan untuk mencari 
keuntungan.” 
 
      Pemberian ganti kerugian haruslah adil. Adil dalam kaitannya dengan 
interpretasi fungsi sosial hak atas tanah, disamping mengandung makna 
bahwa hak atas tanah itu harus digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan 
haknya, sehingga bermanfaat bagi si pemegang hak dan bagi 
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masyarakat, juga berarti bahwa harus terdapat keseimbangan antara 
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum, dan bahwa 
kepentingan perseorangan itu diakui dan dihormati dalam rangka 
pelaksanaan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.45 Akan tetapi, 
sesungguhnya dengan berpedoman pada NJOP belum cukup mewakili 
rasa keadilan, termasuk juga keuntungan yang diharapkan, dan 
kompensasi kerugian psikologis yang diderita pemegang hak atas tanah.46 
Hal ini lah yang sering dilupakan oleh tim penaksir harga tanah.   
      Hal yang fundamental dari penggunaan NJOP dalam penetapan 
perhitungan ganti rugi pengadaan tanah, secara konstitusional 
penggunaan NJOP bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo. Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam dua produk 
hukum tersebut, NJOP merupakan instrument kebijakan publik yang 
dikhususkan peruntukannya bagi kepentingan perpajakan.47 Sehingga, 
peruntukkan NJOP bukan untuk kepentingan lain di luar perpajakan 
termasuk sebagai dasar perhitungan pengadaan tanah yang selama ini 
digunakan. 
      Pada dasarnya bahwa, ganti rugi dalam pelepasan hak atas tanah 
merupakan suatu upaya dalam mewujudkan penghormatan kepada hak-
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hak atas tanah dan kepentingan perorangan yang telah dikorbankan untuk 
kepentingan umum, dan dapat disebut adil apabila, hal tersebut tidak 
membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya menjadi lebih 
miskin dari sebelumnya.48 Oleh sebab dalam ganti kerugian harus adil, 
maka ada beberapa indikator penentu dalam menentukan ganti kerugian 
menurut Maria SW Sumardjono, yaitu:49 
a. Lokasi/letak tanah; 
b. Status penguasaan tanah; 
c. Status hak atas tanah; 
d. Kelengkapan sarana dan prasarana; 
e. Keadaan penggunaan tanahnya; 
f. Kerugian sebagai akibat dipecahnya hak atas tanah seseorang; 
g. Biaya pindah tempat/pekerjaan; dan 
h. Kerugian terhadap turunnya penghasilan si pemegang hak. 
      Selain itu penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian haruslah 
dicapai secara musyawarah antar pemegang hak dengan instansi yang 
memerlukan hak. Selanjutnya mengenai dasar penentuan ganti kerugian 
yaitu:50 
a. Nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan 
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah terakhir 
untuk tanah yang bersangkutan; 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah: 
1) Lokasi tanah; 
2) Jenis hak atas tanah; 
3) Status penguasaan tanah; 
4) Peruntukan tanah; 
5) Kesesuaian penggunaan tanah yang direncanakan tata 
ruang wilayah; 
6) Prasarana yang tersedia; 
7) Fasilitas dan utilitas; 
8) Lingkungan; 
9) Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah; 
c. Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah.  
      Bilamana proses penentuan bentuk dan besar ganti kerugian telah 
disepakati maka penyerahan ganti kerugian tersebut diatur untuk 
diserahkan secara langsung oleh panitia pengadaan tanah kepada pihak-
pihak yang berhak, yaitu pemegang hak atas tanah atau ahli warisnya, 
yang sah dan nadzir untuk tanah-tanah wakaf. Maksudnya adalah untuk 
menghindari terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, seperti: 
pengurangan nilai ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh 
pemegang hak sesuai dengan yang sudah disepakati serta pelanggaran 
hukum lainnya.51 
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A. Lokasi Penelitian 
      Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep yang meliputi: 
Kantor Bupati Kabupaten Pangkep, Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang/Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, Kantor 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, Kantor Kecamatan Segeri, 
Kantor Kelurahan Segeri dan lingkungan masyarakat di Kabupaten 
Pangkep terkhusus di Kecamatan Segeri. Penulis memilih lokasi penelitian 
di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, karena lokasi ini dapat 
memberikan penulis data yang diperlukan dalam pembahasan. Selain itu, 
di lokasi ditemukan masalah-masalah terkait dengan penulisan skripsi ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
      Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang 
mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, 
adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua 
jenis data, yaitu: 
1. Data Primer 
      Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
pertama.52 Dalam penggunaan data primer, pengumpulan data melalui 
Field Research tertutama dengan menggunakan metode wawancara 
secara langsung. Selain itu data primer juga diperoleh melalui pemilihan 
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sampel secara purposive di Kelurahan Segeri Kecamatan Segeri 
Kabupaten Pangkep. 
2. Data Sekunder 
      Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian,53 data dari 
internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya 
yang masih berhubungan dengan objek penelitian. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
      Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Bupati 
Kabupaten Pangkep, seluruh pegawai Kantor Badan Pertanahan 
Kabupaten Pangkep, seluruh pegawai Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pangkep, seluruh pegawai Kantor Kecamatan Segeri, seluruh 
pegawai Kantor Kelurahan Segeri dan seluruh lapisan  masyarakat di 
Kecamatan Segeri.  
2. Sampel 
      Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan teknik purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang 
bertujuan atau dilakukan dengan cara mengambil subyek dan obyek 
didasarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan populasi tersebut, peneliti 
menentukan sampel sebanyak 37 orang pemegang hak atas tanah. 31 
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orang diantara merupakan pemegang hak yang belum bersedia 
melepaskan tanahnya dan 6 orang diantaranya merupakan pemegang 
hak yang sudah melepaskan hak atas tanahnya.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pembahasan skripsi penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan 
melakukan observasi dan interview, dengan pihak-pihak terkait dengan 
permasalahan yang menjadi materi pembahasan.  
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung yang 
berkaitan dengan topik permasalahan di lapangan; 
b. Interview, yaitu mengadakaan wawancara secara langsung dengan 
informan terkait, Bapak Drs. H. Achmar Husbulwatan, MM selaku 
Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Pangkep di Kantor Bupati 
Kabupaten Pangkep, Bapak H. Muhammad Naim, S.SiT., MH 
selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah di 
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep, Bapak H. 
Asrul Agussalim, ST selaku Kepala Seksi Pembinaan Jasa 
Konstruksi dan Evaluasi Kinerja sekaligus sebagai Tim Penaksir 
Harga dalam Pengadaan Tanah di Kantor Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pangkep, dan Ibu Tenri Leleang, S.Sos selaku 
sekertaris Lurah Segeri di Kantor Kelurahan Segeri Kabupaten 
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Pangkep, serta Bapak Abdul Rajab, S.Sos selaku Camat Segeri di 
Kantor Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. 
2. Penelitian Kepustakaan 
      Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan 
mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan 
perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku 
yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat 
mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi 
lainnya. Data-data yang telah ditelusuri dipilih dan dipilah sesuai tingkat 
kepentingan (urgensi) dari penulisan skripsi.  
E. Analisis Data 
      Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dari studi lapangan 
dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau 
kenyataan objek yang akan disusun secara logis. Selanjutnya, dari 
pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dibahas 
disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai Implementasi 
Musyawarah dalam Pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan 









A. Implementasi Musyawarah Dalam Pengadaan Tanah untuk 
Pelebaran Jalan di Kabupaten Pangkep  
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum disetiap daerah di 
Indonesia harus sesuai dengan perencanaan tata guna tanah/Land Use 
Planning. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
disusun dalam bentuk dokumen perencanaan penatagunaan tanah yang 
di dalamnya memuat maksud dan tujuan perencanaan pembangunan, 
kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana 
Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, dan luas tanah yang 
dibutuhkan.54  
Perencanaan tata guna tanah di Kabupaten Pangkep yang menjadi 
lokasi pelebaran jalan poros merupakan lokasi pemukiman warga, yang 
oleh karenanya banyak menemui hambatan, baik secara teknis maupun 
pelaksanaannya. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengadaan 
tanah adalah terkait implementasi musyawarah. Musyawarah dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal penting, 
karena musyawarah merupakan gerbang awal terlaksananya pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum.  
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Musyawarah sebagai gerbang awal, mengingat bahwa musyawarah 
merupakan langkah pertama dan utama untuk mencapai kesepakatan 
bersama antara pihak-pihak berkepentingan yang dalam hal ini adalah 
pemerintah dan masyarakat terkait proses pengadaan tanah untuk 
pelebaran jalan tersebut. Kesepakatan bersama menjadi penting dalam 
pelaksanaannya, agar tidak terdapat pihak yang merasa diuntungkan atau 
bahkan sebaliknya dirugikan. Oleh sebab itu, pengadaan tanah dikatakan 
berhasil apabila musyawarah yang terlaksana berhasil, dan sebaliknya 
kegagalan musyawarah mengakibatkan kegagalan dalam pengadaan 
tanah termasuk di dalamnya pelepasan hak atas tanah.55 
      Pelepasan hak atas tanah masyarakat selaku pemegang hak 
dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang adil dan layak. Adapun 
cara terbaik dalam menentukan ganti rugi adalah dengan musyawarah 
mufakat yang dilaksanakan secara langsung dan diikuti oleh semua pihak 
terkait, serta dilaksanakan dengan terbuka dan sesuai dengan prosedur 
yang berlaku. Musyawarah yang dilaksanakan bukan hanya sekedar 
formalitas semata, melainkan musyawarah yang dilaksanakan harus 
menyentuh hakikat dari musyawarah itu sendiri, yaitu mendapatkan 
kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini 
agar mendapatkan hasil dari musyawarah yang merupakan proses hukum 
yang solid dan diakui secara yuridis, bahkan menjadi tingkatan keputusan 
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tertinggi dan terbaik, serta tidak dapat diganggu gugat oleh pihak 
manapun.  
      Hasil musyawarah merupakan forum tertinggi yang harus dipatuhi dan 
dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait serta berlaku sebagai undang-
undang oleh pihak-pihak tersebut. Akan tetapi, apabila dalam 
musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka tujuan dari musyawarah 
itu sendiri tidak akan tercapai.56 Oleh sebab itu, sudah seharusnya 
musyawarah dimanfaatkan sebaik mungkin serta dilaksanakan 
sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
      Musyawarah di Kabupaten Pangkep dalam pengadaan tanah proyek 
pelebaran jalan poros Trans Makassar-Pare Pare, dalam pelaksanaannya 
masih terdapat beberapa kelemahan sehingga musyawarah yang 
terlaksana tidak berjalan secara efektif. Kelemahan yang ada sejatinya 
dapat menghambat proses pengadaan tanah secara menyeluruh. Adapun 
kelemahan yang terdapat dalam implementasi musyawarah tersebut 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, Komposisi Panitia 
Pengadaan Tanah; Kedua, Proses dari Musyawarah itu sendiri; Ketiga, 
Waktu Pelaksanaan Musyawarah; dan Keempat, Tekanan dalam Proses 
Musyawarah. 
      Pertama, Komposisi Panitia Pengadaan Tanah. Kabupaten Pangkep 
sebagai lokasi penelitian penulis, didapati bahwa komposisi panitia 
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pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan poros yang masuk 
dalam proyek Trans Makassar-Pare Pare, belum sepenuhnya mewakili 
pihak-pihak yang seharusnya menjadi bagian dalam panitia pengadaan 
tanah. Komposisi panitia pengadaan tanah disusun oleh Bupati Pangkep 
dan disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Wilayah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang selanjutnya disingkat dengan 
SK Bupati Pangkep Nomor 21 Tahun 2011.  
      Sesuai dengan SK bupati tersebut, komposisi panitia pengadaan 
tanah hanya berasal dari unsur pemerintah setempat. Hal ini kontras 
dengan kenyataan di lapangan bahwa, dalam proses pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah 
pusat, pemerintah setempat hingga masyarakat selaku pemegang hak. 
Akan tetapi, dalam SK Bupati Pangkep Nomor 21 Tahun 2011 tersebut 
sama sekali tidak terdapat perwakilan dari unsur masyarakat selaku 
pemegang hak sebagai panitia pengadaan tanah. Tidak terlibatnya 
masyarakat dalam panitia pengadaan tanah secara otomatis 
mendudukkan masyarakat hanya sebagai objek dalam pengadaan tanah.  
      Hal ini sejalan dengan pendapat Aminuddin Salle dalam bukunya yang 
mengatakan bahwa,57 pihak pengadaan tanah yang tidak melibatkan 
rakyat di dalamnya, sesungguhnya telah menjadikan rakyat sebagai objek 
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semata, bukan sebagai subjek dalam proses pengadaan tanah.      
Kedudukan masyarakat yang hanya sebagai objek dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan pelebaran jalan poros tersebut, tentunya sangat 
merugikan masyarakat selaku pemegang hak atas tanah. Hal tersebut, 
karena pada akhirnya masyarakat tidak dapat mengemukakan apa yang 
mereka rasakan dan berarti bahwa peraturan pengadaan tanah tidak 
menempatkan pemegang hak atas tanah pada persamaan kedudukan 
dihadapan hukum antara pemegang hak disatu pihak dengan pemerintah 
yang membutuhkan tanah.58 
      Pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep, suara masyarakat diwakili 
oleh camat, lurah atau kepala desa setempat. Hal ini dibenarkan oleh 
pernyataan dari Ibu Tenri Leleang selaku sekretaris Kelurahan Segeri 
Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Apabila keterlibatan camat, lurah 
dan kepala desa merupakan keterwakilan dari masyarakat pemegang hak, 
maka seharusnya mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat 
terkhusus terkait ganti rugi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kepala 
desa atau lurah dan camat dalam panitia pengadaan tanah di Kabupaten 
Pangkep, tidak menempatkan diri mereka sebagai wakil masyarakat 
pemegang hak, melainkan sebagai aparatur negara dalam pengadaan 
tanah.   
      Menurut Aminuddin Salle dalam bukunya mengatakan bahwa,59 
kepala desa atau lurah dan camat dalam pengadaan tanah akan memihak 
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kepada pemerintah oleh karena mereka merupakan aparat pemerintahan 
yang mengharuskan mereka untuk loyal kepada atasannya. Seharusnya 
bahwa, camat dan lurah sebagai wakil pemerintah di pedesaan yang 
berperan sebagai wasit yang netral, dan bukan sebagai pihak dalam 
proses pengadaan tanah.60 
      Berdasarkan uraian tersebut, pada akhirnya kedudukan masyarakat 
pemegang hak hanya sebagai objek dalam pengadaan tanah yang 
mengakibatkan komposisi panitia pengadaan tanah tersebut tidak 
proporsional. Komposisi panitia pengadaan tanah yang tidak proporsional, 
mengakibatkan beberapa dampak negatif dalam pengadaan tanah itu 
sendiri. Adapun dampak negatif tersebut, adalah: ketimpangan 
kewenangan antara pemerintah dan masyarakat, pengambilan keputusan 
oleh pemerintah, serta sikap intransparansi yang ditunjukkan oleh 
pemerintah. 
1. Ketimpangan Kewenangan Antara Pemerintah dan Masyarakat 
Pemegang Hak.  
Kedudukan pemerintah dan panitia pengadaan tanah sebagai subjek 
dalam pengadaan tanah, secara otomatis memperbesar kewenangan 
yang dimiliki sebagai subjek hukum dalam pengadaan tanah. Sedangkan, 
kedudukan masyarakat pemegang hak yang hanya sebagai objek dalam 
pengadaan tanah, secara otomatis akan memperkecil kewenangan dan 
bahkan meniadakan kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh 
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masyarakat selaku pemegang hak dalam pengadaan tanah. Sehingga 
dengan kedudukan seperti itu, maka akan memberikan peluang besar 
bagi pemerintah untuk memegang kendali dalam pegadaan tanah. 
Sejatinya bahwa, kedudukan pemerintah, panitia pengadaan tanah serta 
masyarakat pemegang hak harus seimbang dihadapan hukum, yang 
secara otomatis secara yuridis pemerintah, panitia pengadaan tanah serta 
masyarakat memiliki kewenangan yang sama pula.   
2. Pengambilan Keputusan Oleh Pemerintah.  
Kedudukan masyarakat sebagai objek dalam pengadaan tanah, 
berdampak pula pada pengambilan keputusan akhir yang seharusnya 
keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama antara 
pemerintah, panitia pengadaan tanah serta masyarakat. Seperti halnya 
yang penulis dapati di lapangan, bahwa sekalipun ada proses sosialisasi, 
musyawarah dan negosiasi, terkait penetapan lokasi hingga ganti rugi 
dengan masyarakat pemegang hak, akan tetapi pada akhirnya keputusan 
final tetap berada ditangan pemerintah.   
3. Intransparansi.  
Kedudukan masyarakat pemegang hak sebagai objek dalam pengadaan 
tanah, memberi peluang kepada pemerintah untuk bersikap sewenang-
wenang yang salah satunya adalah sikap intransparansi. Sikap 
intransparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah dapat dilihat dari tidak 
adanya sikap saling terbuka oleh pemerintah serta tidak adanya 
penjelasan serta informasi yang jelas dan memadai terkait pelaksanaan 
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pengadaan tanah secara keseluruhan. Sehingga pada akhirnya 
menimbulkan kecurigaan oleh masyarakat pemegang hak atas keseriusan 
dan kinerja dari pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah di 
Kabupaten Pangkep. Hal ini sebabkan oleh, saat musyawarah masyarakat 
tidak mendapat penjelasan yang jelas dan memadai atas perolehan nilai 
ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Sehingga wajar ketika masih 
ada sebagian besar masyarakat pemegang hak yang protes dan marah 
atas sikap intransparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah selama proses 
pengadaan tanah berlangsung.    
      Pada dasarnya, masyarakat merupakan pihak yang akan merasakan 
langsung dampak pasca pelepasan hak atas tanah, sehingga sangat 
relevan apabila masyarakat didudukkan sejajar dalam persamaan 
dihadapan hukum, yaitu dengan menempatkan masyarakat sebagai 
subjek dalam proses pengadaan tanah. Sehingga pada akhirnya tercipta 
keseimbangan hak antara pemerintah dan masyarakat selaku pemegang 
hak atas tanah. Terkait dengan kedudukan masyarakat sebagai objek 
dalam pengadaan tanah, seharusnya pengadaan tanah di Kabupaten 
Pangkep menganut mekanisme konsolidasi tanah yang menitikberatkan 
pada keterlibatan masyarakat. Mekanisme konsolidasi tanah 
mendudukkan masyarakat sebagai subjek sama halnya dengan 
kedudukan pemerintah, dengan begitu terjadi kesamaan hak dihadapan 
hukum, serta segala keputusan yang diambil menjadi keputusan final atas 
dasar kesepakatan bersama. 
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      Kedua, Proses Musyawarah. Musyawarah dalam Pasal 8 ayat (1) 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 mensyaratkan dalam musyawarah 
pengadaan tanah, dicapai kesepakatan terkait pelaksanaan 
pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut serta bentuk 
dan besarnnya ganti rugi. Akan tetapi menurut pengakuan Bapak Madroli 
selaku salah satu pemegang hak bahwa,61 musyawarah yang dilakukan 
oleh pihak pemerintahan dalam hal ini pihak kecamatan adalah sebanyak 
3 (tiga) kali. Adapun yang dibahas dalam musyawarah bukan terkait 
dengan penetapan nilai, besar dan/atau bentuk ganti rugi, melainkan 
membahas terkait penetapan lokasi dan pemberitahuan besaran nilai 
ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pelepasan hak atas 
tanah.      
      Hal tersebut di atas, turut dibenarkan oleh Bapak Asrul Agussalim 
selaku Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Evaluasi Kinerja dari 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep, yang juga merangkap 
sebagai tim penaksir harga dalam pengadaan tanah di wilayah tersebut,62 
dikatakan bahwa musyawarah yang terjadi merupakan proses negosiasi 
antara pemerintah dan masyarakat terhadap penetapan nilai ganti rugi 
yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masing-masing pemegang hak. 
Akan tetapi, negosiasi yang terjadi terkait penawaran ganti rugi oleh 
pemerintah kepada masyarakat yang turut dihiasi dengan penolakan dan 
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tawar-menawar dengan pemegang hak. Sehingga memberi kesan bahwa, 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum berlangsung seperti jual beli. 
Padahal, hubungan pemerintah dengan pemegang hak dalam kasus 
pengadaan tanah bukan seperti pembeli dan penjual di pasar, melainkan 
sebagai para pihak (stakeholders) yang berkomitmen untuk bersama-
sama membangun negara.63   
      Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di 
Kabupaten Pangkep tidak terlaksana musyawarah untuk penetapan ganti 
rugi antara pemerintah dan masyarakat selaku pemegang hak. Sehingga 
pada akhirnya, tidak tercapai kesepakatan sejak awal antara pemerintah 
dan masyarakat terkait penetapan ganti rugi yang akan diberlakukan 
dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep. 
Penetapan ganti rugi yang diberlakukan berdasarkan hasil taksir yang 
dilakukan oleh tim penaksir harga dan selanjutnya ditetapkan oleh Bupati 
Pangkep, melalui Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 301 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi 
Pengadaan Tanah dan Tanaman Serta Benda-Benda Lainnya untuk 
Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Pelebaran Jalan Kalibone-
Mandalle Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
    Selain tidak adanya kesepakatan bersama terkait penetapan ganti rugi, 
minimnya musyawarah secara langsung atau pertemuan tatap muka yang 
melibatkan seluruh pihak terkait secara langsung, turut menjadi kendala 
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dalam proses pelepasan hak. Menurut Bapak Abdul Rajab selaku Camat 
di Kecamatan Segeri,
64
 musyawarah secara langsung yang dilakukan oleh 
pihak kecamatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentan waktu Tahun 2010 
sampai dengan pertengahan Tahun 2014. Selebihnya, Pemerintah 
Kabupaten Pangkep lebih memilih untuk menggunakan pendekatan 
persuasif melalui musyawarah tidak langsung yang di Kabupaten Pangkep 
dikenal dengan istilah door to door. Door to door ini dilaksanakan dengan 
cara mendatangi satu per satu rumah masyarakat pemegang hak atas 
tanah untuk melakukan negosiasi terkait dengan nilai ganti rugi yang 
ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat pemegang hak.  
      Menurut Bapak Abdul Rajab selaku Camat Segeri bahwa,65 
penggunaan door to door ini agar penyelesaian permasalahan ganti rugi 
lebih ringkas, efisien, juga sebagai langkah untuk meminimalisir 
ketidakhadiran pemegang hak apabila diadakan musyawarah secara 
langsung antara pihak-pihak terkait dalam satu ruangan, mengingat 
kesibukan dari masing-masing pemegang hak. Penggunaan door to door 
dalam proses ganti rugi, kontras dengan makna musyawarah penetapan 
ganti rugi yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 65 
Tahun 2006 yang menyatakan bahwa, musyawarah dalam penentuan 
ganti rugi dilakukan secara langsung antara pemegang hak dengan 
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panitia pengadaan tanah serta pihak pemerintah yang membutuhkan 
tanah.  
      Door to door sejatinya tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan pengadaan tanah yang berlaku di Indonesia. Penggunaan door 
to door dalam pelepasan hak oleh pemerintah Kabupaten Pangkep pada 
akhirnya banyak menuai protes dari masyarakat pemegang hak. Door to 
door yang dilakukan hanya akan membuka peluang bagi pihak-pihak yang 
tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan secara individu 
maupun kelompok tertentu atau oknum-oknum tertentu yang 
memanfaatkan kondisi demikian. 
      Ketiga, Waktu Pelaksanaan Musyawarah. Terkait waktu pelaksanaan 
musyawarah pengadaan tanah bagi kepentingan umum secara jelas 
diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 
menyatakan bahwa, musyawarah dilakukan dalam kurun waktu paling 
lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 
undangan pertama. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa, 
apabila setelah diadakannya musyawarah seperti yang dimaksud dalam 
ayat (1) dan belum mencapai kesepakatan, maka proses yang ditempuh 
adalah dengan menitipkan uang ganti rugi di pengadilan yang seringnya 
disebut dengan konsinyasi. 
      Akan tetapi, waktu pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah di 
Kabupaten Pangkep pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Sejak Tahun 2010 sampai dengan pertengahan Tahun 2014 
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masih berlangsung musyawarah penentuan ganti rugi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung terkait dengan negosiasi penawaran 
ganti rugi oleh pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan, dalam 
Perpres Nomor 65 Tahun 2006 ditegaskan batas waktu musyawarah 
paling lambat 120 hari. 
      Setelah 120 hari berlalu dan apabila masih ada pemegang hak yang 
masih belum mau melepaskan haknya, maka cara yang ditempuh 
selanjutnya adalah konsinyasi. Ketentuan batas waktu pelaksanaan 
musyawarah pengadaan tanah dalam peraturan perundang-undangan, 
merupakan upaya untuk memberikan kepastian waktu pengadaan tanah 
dengan memperhatikan hak pemilik tanah, penyerapan dana 
pembangunan, kepastian harga, mengindari calo, serta memecahkan 
hambatan-hambatan birokrasi.66 Akan tetapi, pada kenyataannya pihak 
pemerintah Kabupaten Pangkep tidak mengindahkan penetapan waktu 
yang sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku tersebut. 
      Di Kabupaten Pangkep, setelah 4 tahun musyawarah berlangsung 
barulah pada Tahun 2015 ditempuh mediasi oleh pemerintah dan panitia 
pengadaan tanah kepada pemegang hak yang belum mau melepaskan 
hak atas tanahnya. Mediasi yang dilakukan, sebagai upaya terakhir 
pemerintah kepada masyarakat terkait dengan nilai ganti rugi pelepasan 
hak. Akan tetapi, mediasi yang dilaksanakan belum membuahkan hasil 
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sesuai dengan yang diharapkan. Pemegang hak atas tanah tetap dengan 
pendirian mereka sejak awal, sehingga dalam mediasi tersebut diputuskan 
untuk dibuatkan berita acara penolakan, yang selanjutnya akan ditempuh 
melalui jalur konsinyasi. 
      Adapun istilah konsinyasi ini sendiri masih menjadi persoalan hukum, 
karena pada dasarnya istilah konsinyasi tidak dikenal dalam pengurusan 
belanja negara. Pengeluaran negara menggunakan bukti yang sah, jelas 
dan benar peruntukkannya. Bukti penitipan uang ke pengadilan bukan 
bukti yang benar dan bertentangan dengan mekanisme pelaksanaan 
pembayaran atas beban Anggaran Pengeluaran Belanja Negara.67 Oleh 
karena itu, penggunaan instrument konsinyasi dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum dinilai melanggar hak ekonomi, sosial dan 
budaya pemilik tanah.68       
      Keempat, Tekanan dalam proses musyawarah. Ketika berhadapan 
dengan tuntutan aspirasi keadilan dan hak asasi atas tanah sebagai hak 
asasi manusia, dominasi kekuasaan oleh pemerintah akan menunjukkan 
sikap yang represif.69 Sikap represif yang ditunjukkan dalam bentuk 
tekanan selama proses musyawarah pengadaan tanah menjadi sesuatu 
yang tidak dapat dihindarkan. Seperti halnya yang terjadi dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan di Kabupaten 
Pangkep. Pada akhirnya, masyarakat pemegang hak kembali menjadi 
korban dari sikap represif yang ditunjukkan oleh pemerintah.  
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    Dari pengakuan dari Hj. Lia selaku pemegang hak menyatakan 
bahwa,
70
 sebagian besar pemegang hak yang sudah menyepakati nilai 
ganti rugi, sesungguhnya kesepakatan yang tercipta bukan merupakan 
kesepakatan atas dasar kesukarelaan, melainkan kesepakatan karena 
adanya tekanan dan paksaan dari pihak-pihak berkepentingan.  
     Bentuk lain tekanan lainnya dalam proses musyawarah adalah dengan 
diadakannya musyawarah terkait penawaran ganti rugi dari pemerintah 
yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep (Kejari) dan di 
Kantor Komando Distrik Militer Kabupaten Pangkep (Koramil). Selain 
pemilihan tempat musyawarah yang tidak sewajarnya, bentuk lain tekanan 
yang diberikan adalah dengan dihadirkannya personil dari kepolisian serta 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) setempat, yang bagi pihak pemerintah 
hal tersebut sebagai bentuk pengamanan semata. Akan tetapi bagi 
masyarakat pemegang hak, hal tersebut merupakan salah satu bentuk 
tekanan dari pemerintah untuk masyarakat agar masyarakat menyetujui 
penawaran ganti rugi dari pemerintah tanpa ada negosiasi yang 
berkepanjangan.  
      Menurut Aminuddin Salle dalam bukunya bahwa,71 dengan adanya 
tekanan, maka secara otomatis tidak terjadi kesukarelaan sehingga 
kalaupun terjadi kesepakatan maka sifatnya adalah kesepakatan semu. 
Adanya kesepakatan di atas keterpaksaan merupakan salah satu bentuk 
musyawarah yang sifatnya semu dan tidak menyentuh hakikat sebenarnya 
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dari suatu musyawarah sehingga lahir kesepakatan semu, yang sama 
sekali tidak menampakkan keseimbangan hak.
72
 Tekanan dan paksaan 
yang dirasakan oleh pemegang hak tersebut, tentunya akan berdampak 
terhadap psikologis dari pemegang hak. Dampak psikologis yang 
dirasakan berupa rasa takut, gelisah dan perasaan tidak nyaman.     
      Musyawarah dalam pengadaan tanah sudah seharusnya dan 
sewajarnya menciptakan keadaan yang kondusif tanpa ada paksaan 
ataupun tekanan dari pihak manapun. Agar tercapai kesepakatan yang 
berdasar pada kesukarelaan bersama, serta tidak akan ada pihak yang 
merasa dirugikan. Tekanan dan paksaan dalam musyawarah pengadaan 
tanah merupakan suatu perbuatan yang menciderai hakikat dari 
musyawarah yang dilaksanakan.     
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Ganti Rugi dalam 
Musyawarah di Kabupaten Pangkep 
      Ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan 
masalah klasik dan krusial. Ganti rugi yang diberikan merupakan atas 
dasar kerelaan untuk berkorban demi kepentingan masyarakat luas, 
sesuatu yang sangat mungkin belum pernah terlintas dalam pemikiran 
pemegang hak, bahwa pengadaan tanah itu akan menimpa para 
pemegang hak atas tanah.73 Partisipasi pemegang hak dalam 
mewujudkan kepentingan umum merupakan dasar untuk memberikan 
penghargaan yang setimpal terhadap kewajiban mematuhi peraturan 
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pelaksanaan asas dari fungsi sosial.74 Tanah yang apabila telah ditempati 
selama bertahun-tahun dan secara turun-menurun maka secara otomatis 
akan menyatu dalam kehidupan pemilik tanah sebagai harta yang 
berharga, sehingga apabila diambil oleh seseorang/pihak lain maka akan 
sangat sulit untuk pemilik tanah melepasnya.  
      Pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemegang hak haruslah 
layak dan adil. Layak berarti ganti rugi yang diberikan sewajaranya, sesuai 
dengan pelepasan hak yang dilakukan oleh pemegang hak. Sementara 
adil atau keadilan itu baru dapat terwujud apabila keadaan si pemegang 
hak tidak mengalami degradasi antara sebelum pengambilalihan dan 
sesudahnya, atau suatu keadaan yang tidak membuatnya lebih kaya atau, 
sebaliknya justru menjadi lebih miskin dari keadaan semula. 
      Pelaksanaan ganti rugi di Kabupaten Pangkep memakan waktu yang 
sangat lama. Hal ini karena, tidak dilibatkannya masyarakat dalam 
penentuan ganti rugi. Melainkan ganti rugi yang ditawarkan berdasar pada 
Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 301 Tahun 
2010 tentang Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah dan Tanaman 
Serta Benda Lainnya Untuk Lokasi Pembangunan Jalan dan Jembatan 
Pelebaran Jalan Poros Kalibone-Mandalle Kabupaten Pangkejene dan 
Kepulauan yang selanjutnya disingkat dengan SK Bupati Pangkep Nomor 
301 Tahun 2010.  
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      Adapun penetapan harga dalam SK Bupati Pangkep Nomor 301 
Tahun 2010 tersebut, diperoleh dari hasil taksir objek pengadaan tanah 
oleh tim penaksir yang anggotanya hanya melibatkan tim praktisi yang 
umunya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum. Oleh sebab itu, ganti rugi di 
Kabupaten Pangkep menjadi masalah yang berlarut-larut dalam 
penyelesaiannya. Beda halnya yang terjadi di Kabupaten Barru, dimana 
Kabupaten Barru yang turut pula menjadi salah satu lokasi dalam proyek 
Trans Makassar-Pare Pare terkait dengan pelebaran jalan poros.  
      Di Kabupaten Barru, pelebaran jalan telah selesai 95% termasuk di 
dalamnya pelepasan hak yang didasarkan oleh pemberian ganti rugi. 
Menurut Bapak Syahril yang merupakan salah satu pemegang hak di 
Kabupaten Barru mengatakan bahwa,75 di Kabupaten Barru pemerintah 
dan masyarakat terlibat aktif dalam proyek pelebaran jalan. Pemerintah 
setempat melibatkan masyarakat secara langsung dalam penetapan ganti 
rugi untuk warga yang terkena pelebaran jalan. Setelah adanya 
kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat pemegang hak, barulah 
dibuatkan berita acara penetapan ganti rugi yang kemudian nilai ganti rugi 
atas kesepakatan tersebut yang diberlakukan dalam proses pembayaran 
ganti rugi. Sehingga dalam proses pembayaran ganti rugi, pemerintah 
Kabupaten Barru tidak menemukan masalah berarti serta tidak pula 
memakan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. 
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      Keterlibatan secara aktif Pemerintah Kabupaten Barru bersama 
dengan masyarakat pemegang hak dalam proyek pelebaran jalan 
menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan 
yang sama dihadapan hukum, yakni menjadi subjek dalam pengadaan 
tanah. Sehingga dalam implementasinya di lapangan tidak menemui 
masalah yang berarti dalam proses pembayaran ganti rugi, berbeda 
halnya dengan di Kabupaten Pangkep. Di Kabupaten Pangkep tidak 
melibatkan masyarakat dalam penentuan ganti rugi dalam pelepasan hak 
atas tanah. Sehingga sampai saat ini masih menyisakan 47 bidang tanah 
dengan 46 pemegang hak atas tanah yang belum bersedia melepaskan 
hak atas tanahnya. 34 diantaranya di Kecamatan Segeri, 1 di Kecamatan 
Labakkang, serta 11 di Kecamatan Pangkajene. Banyak faktor yang 
mempengaruhi penetapan ganti rugi dalam pelepasan hak atas tanah, 
baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat pemegang hak 
itu sendiri.  
      Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan ganti rugi tersebut, pada 
dasarnya sebagai upaya untuk mewujudkan kelayakan serta keadilan 
yang merupakan manifestasi penghormatan terhadap hak-hak individu 
yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum yang lebih besar.76 
Adapun faktor-faktor tersebut adalah: Pertama, Keberlakuan Yuridis; 
Kedua, Harga Pasar; Ketiga, Kerugian Non-Fisik; Keempat, Keterlibatan 
Pihak Ketiga; dan Kelima, Pengetahuan Masyarakat. 
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      Pertama, Keberlakuan Yuridis. Pengadaan tanah untuk kepentingan 
pelebaran jalan poros di Kabupaten Pangkep yang berlangsung semenjak 
Tahun 2004 mengacu pada Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
sebagaimana yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 65 Tahun 2006 
tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
Sebagaimana peraturan pelaksanaan dari Perpres tersebut adalah 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disingkat 
dengan Perkaban Nomor 3 Tahun 2007. 
      Akan tetapi dalam implementasi di lapangan, pemerintah Kabupaten 
Pangkep tidak mengindahkan peraturan pelaksanaan tersebut sebagai 
salah satu acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran 
jalan poros di Kabupaten Pangkep. Padahal jelas bahwa, Perkaban 
Nomor 3 Tahun 2007 merupakan peraturan pelaksanaan dari acuan 
yuridis yang digunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
pelebaran di Kabupaten Pangkep.  
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     Tidak digunakannya Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 sebagai salah 
satu acuan dalam ketentuan pelaksanaan, pada akhirnya membawa 
dampak besar dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 
pelebaran jalan poros di Kabupaten Pangkep. Dampak dari tidak 
digunakannya Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 adalah terkait dengan 
komposisi tim penaksir harga. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 126 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Tim Penaksir Harga Tanah dan Personil Satuan (Satgas) 
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (SK Bupati Pangkep Nomor 126 
Tahun 2009) Jo. Surat Keputusan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Tim Penaksir Harga Tanah dan Satgas Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
untuk Kepentingan Umum dalam Wilayah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan (SK Bupati Pangkep Nomor 20 Tahun 2011).  
     Berdasarkan SK Bupati Pangkep Nomor 126 Tahun 2009 Jo. SK 
Bupati Pangkep Nomor 20 Tahun 2011, komposisi dari tim penaksir harga 
belum mewakili pihak-pihak yang berkompeten dalam pengadaan tanah 
untuk kepentingan umum. Komposisi tim penaksir harga yang sesuai 
dengan SK tersebut, secara keseluruhan berasal dari unsur Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang sebenarnya hanya berkompeten 
dibidang konstruksi dan bangunan. Dalam SK tersebut tidak terdapat 
keterwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang 
berkompeten dibidang pertanahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari 
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Bapak Muhammad Naim selaku Kepala Seksi Survei Pengukuran dan 
Pemetaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep yang 
menyatakan bahwa,77 pihak BPN sama sekali tidak terlibat sebagai tim 
penaksir harga tanah, melainkan hanya terlibat dalam pengukuran dan 
perhitungan harga tanah. 
      Tidak terlibatnya BPN sebagai pihak yang berkompeten dibidang 
pertanahan dalam menentukan harga taksir tentunya merupakan suatu 
kekeliruan yang berakibat fatal. Sebagaimana diketahui bahwa, instansi 
pemerintah yang dipercayakan serta bertanggungjawab mengurusi segala 
hal terkait dengan tanah adalah Badan Pertanahan Nasional. Selain itu 
bahwa, dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh pihak BPN 
tentunya akan sangat membantu dalam memberikan pertimbangan-
pertimbangan logis terhadap penentuan nilai ganti rugi, seperti nilai 
koefisien tanah. 
      Terlepas dari tidak terlibatnya BPN dalam tim penaksir harga tanah, 
jika mengacu pada Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 tersebut maka 
diperlukan pula keterlibatan dari pihak Akademisi, Instansi Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan Ahli (penilai harga tanah) serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (jika diperlukan). Hal ini tersebut tercantum dalam Pasal 26 
ayat (2) dan ayat (3) Perbakan Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan 
bahwa: 
(2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: 
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a. Unsur Instansi yang membidangi bangunan dan/atau 
tanaman; 
b. Unsur Instansi pemerintah pusat yang membidangi 
Pertanahan Nasional; 
c. Unsur Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
d. Ahli atau seorang yang berpengalaman sebagai penilai harga 
tanah; 
e. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau 
bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah 
(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah dari unsur Lembaga 
Swadaya Masyarakat. 
      Sementara dalam SK tim penaksir harga pengadaan tanah untuk 
kepentingan pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep, sama sekali tidak 
melibatkan pihak-pihak tersebut di atas. Pihak-pihak yang tersebut di atas 
dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perkaban Nomor 3 Tahun 2007 secara 
keseluruhan memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan ganti 
rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pihak-pihak tersebut 
dalam bekerja sesuai dengan keahlian dibidangnya masing-masing, 
dimana dalam bekerja pihak-pihak tersebut akan memberikan 
pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan dalam menentukan ganti 
rugi.  
      Keterlibatan unsur-unsur BPN, Akademisi, Instansi Pajak Bumi dan 
Bangunan, dan Ahli (penilai harga tanah) serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat, sangat diharapkan dalam penentuan harga taksir dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran jalan. Sehingga pada 
akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kemauan para pihak dengan adil 
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serta bijaksana, sehingga apa yang dikhawatirkan tentang terjadinya 
pemerkosaan atas hak-hak warga negara dapat terhindarkan. 
      Kedua, Harga Pasar. Harga pasar merupakan salah satu faktor 
penting dalam penentuan ganti rugi pelepasan hak atas tanah. Harga 
pasar bagi masyarakat merupakan harga jual terhadap suatu objek yang 
berlaku disuatu tempat tertentu dan dalam waktu yang tertentu. Adapun 
penentuan dari harga pasar tanah seringnya dipengaruhi oleh nilai 
koefisien tanah. Nilai koefisien tanah mempertimbangan beberapa aspek 
penting, seperti: letak tanah, luas tanah, dan peruntukkan tanah serta 
aksessibilitas terhadap tanah tersebut. 
      Masyarakat menghendaki ganti rugi yang setinggi-tingginya atau 
paling tidak sama dengan harga pasar. Mengutip Maria Sumardjono 
dalam bukunya,78 bahwa harga pasar atau nilai nyata (Market Value) yang 
wajar, yaitu harga yang disepakati penjual dan pembeli untuk sebidang 
tanah dalam keadaan yang wajar, tanpa adanya unsur paksaan untuk 
menjual atau membeli. Walaupun sebenarnya terdapat beberapa alternatif 
yang dapat dijadikan dasar penentuan market value, namun kiranya nilai 
nyata atau sebenarnya sebagai dasar penentuan ganti kerugian 
memenuhi syarat untuk diterapkan, mengingat bahwa kegiatan 
pembangunan ini sama sekali tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 
      Bagi masyarakat pemegang hak, ganti rugi yang layak dan adil adalah 
ketika ganti rugi yang diberikan sesuai dengan harga pasar yang berlaku 
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di tempat tersebut. Akan tetapi, pemerintah dalam memberikan ganti rugi 
seringnya jauh di bawah harga pasar, karena pemerintah menggunakan 
NJOP sebagai acuan dasar penentuan ganti rugi tanah. Dari wawancara 
penulis bersama Bapak Asrul Agussalim selaku Kepala Seksi Pembinaan 
Jasa Konstruksi dan Evaluasi Kinerja sekaligus sebagai Tim Penaksir 
Harga di Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa,79 dalam penentuan 
ganti rugi pengadaan tanah untuk pelebaran jalan poros di Kabupaten 
Pangkep, Pemerintah tidak menggunakan NJOP sebagai satu-satunya 
dasar pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemegang hak, melainkan 
turut mempertimbangkan harga pasar setempat yang berlaku. Jadi, harga 
taksir yang tercipta dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pelebaran 
jalan di Kabupaten Pangkep merupakan hasil dari penggabungan NJOP 
dan harga pasar yang berlaku.  
      Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan harga taksir tanah yang 
ditetapkan masih jauh di bawah harga pasar yang berlaku, sekalipun 
pemerintah mengatakan bahwa sudah tidak menggunakan NJOP sebagai 
dasar penentuan nilai ganti rugi. Hal tersebut dibuktikan dengan harga 
taksir tanah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pangkep 
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Tabel 1: Harga Taksir Tanah di Kabupaten Pangkep 
Keterangan Perkotaan Pedesaan 
Bersertifikat Rp. 150.000,- s/d Rp 300.000,- Rp. 50.000,- s/d Rp. 70.000,- 
Tidak Bersertifikat Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- Rp. 20.000,- s/d Rp. 50.000,- 
   Sumber: Data Primer Tahun 2010 
      Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan harga pasar yang 
berlaku pada Tahun 2010, tentunya harga taksir tanah tersebut masih 
sangat terlampau rendah. Harga pasar tanah yang berlaku pada Tahun 
2010 untuk tanah bersertifikat di perkotaan/kecamatan adalah sejumlah 
Rp. 700.000,- s/d Rp. 1.000.000,-. Sedangkan harga taksir tertinggi untuk 
tanah bersertifikat diperkotaan/kecamatan adalah Rp. 300.000,-. 
        Apabila pemberian ganti rugi berdasarkan harga pasar yang berlaku 
pada saat itu, maka nilai ganti rugi yang diterima akan seperti pada tabel 
berikut: 
Tabel 2. Perbandingan Harga Tanah 
NO 
NAMA LUAS  NILAI TANAH NILAI TANAH 
PEMILIK TANAH (m²) (HARGA TAKSIR) (HARGA PASAR) 
1 K 32 Rp. 4.800.000,- Rp. 32.000.000,- 
2 R 13 Rp. 3.900.000,- Rp. 13.000.000,- 
3 BB 6 Rp. 1.800.000.- Rp. 6.000.000,- 
  Sumber Data: Data Sekunder pada Tahun 2014 
      Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat perbedaan yang cukup 
signifikan apabila harga tanah yang digunakan dalam ganti rugi pelepasan 
hak atas tanah. Sehingga wajar apabila masih ada beberapa pemegang 
hak yang bertahan dengan permintaan awal berdasarkan harga pasar 
68 
 
yang berlaku. Pada dasarnya, harga pasar yang ada merupakan harga 
pasar yang berlaku berdasarkan kebiasaan yang dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial setempat. 
      Ketiga, Kerugian Non-Fisik. Kerugian non-fisik merupakan bentuk 
kerugian yang dialami pemegang hak sebagai akibat dari pelepasan hak, 
dimana kerugian tersebut tidak berwujud. Kerugian non-fisik menjadi salah 
satu faktor yang mempengaruhi ganti rugi, karena pada dasarnya 
kerugian yang dialami oleh masyarakat pemegang hak dalam pengadaan 
tanah setelah terjadi pelepasan hak, bukan hanya berupa kerugian fisik 
seperti tanah, bangunan dan benda-benda lain di atasnya, melainkan 
terdapat kerugian non fisik yang turut diderita oleh pemegang hak atas 
tanah.  
      Kerugian non fisik dalam penerapannya melalui penilaian kompensasi 
non fisik, penilai wajib melakukan penilaian kompensasi akibat kehilangan 
finansial secara individual.80 Pemberian kompensasi dilakukan dengan 
mengkakulasikan nilai tanah dan harus dilakukan penilaian secara individu 
atau terpisah. Besar biaya kompensasi/ganti rugi dari kerugian non fisik ini 
dapat dinilai dengan uang hingga mencapai 30% dari kerugian fisik yang 
terima oleh pemegang hak atas tanah.81 Kerugian non-fisik yang 
dimaksudkan adalah berupa kerugian atas nilai ekonomi, nilai sosial, nilai 
historis dan dampak psikologi.  
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1. Nilai Ekonomi.  
Nilai ekonomi dalam hal ini lebih menitikberatkan pada kerugian yang 
diderita akibat kehilangan seluruh atau sebagian dari sumber 
penghasilan/pencaharian sehari-hari, baik sarana maupun prasarananya. 
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak H. Fahmi yang merupakan 
salah satu pemegang hak yang belum bersedia melepaskan hak atas 
tanahnya,82 bahwa sampai saat ini saya masih bertahan karena saya 
merasa bahwa ganti rugi yang ditawarkan pemerintah belum 
mengakomodir seluruh kerugian yang saya alami. Berprofesi sebagai 
penjual tiket kapal, dimana tempat berjualan tiketnya digabung dengan 
bangunan rumah yang apabila terjadi pelepasan hak, maka secara 
otomatis tempat berjualan tiket akan ikut dibongkar. Sedangkan, nilai ganti 
rugi yang ditawarkan oleh pemerintah hanya berupa ganti rugi harga 
tanah dan bangunan, tetapi tidak menghitung kerugian dari dampak 
hilangnya tempat penjualan tiket. Apabila tempat penjualan tiket tersebut 
ikut dibongkar, maka sama saja akan mematikan mata pencarian. 
      Dalam hal ini, masyarakat merasakan dampak dari kerugian nilai 
ekonomi, dimana berpengaruh terhadap mata pencaharian yang menjadi 
sumber penghidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 
Maria Sumardjono dalam bukunya bahwa, pemberian ganti kerugian tidak 
boleh membuat seseorang menjadi lebih kaya atau sebaliknya menjadi 
lebih miskin.83 Kehilangan mata pencarian merupakan dampak kerugian 
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non-fisik yang secara otomatis akan memiskinkan pemegang hak dengan 
menghilangkan tempat/sarana dimana pemegang hak mencari nafkah 
untuk kehidupan sehari-hari. 
2. Nilai Sosial.  
Nilai sosial yang dimaksudkan disini adalah, nilai kerugian atas kesediaan 
pemegang hak atas tanah dalam menyerahkan hak atas tanahnya untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum. Bukan hal yang mudah 
melepaskan tanah yang sudah menjadi salah satu harta berharga dalam 
kehidupan seseorang. Adapun tujuan nilai sosial ini adalah untuk 
menstabilkan kehidupan sosial dari pemegang hak paca pelepasan hak 
atas tanahnya.  
3. Nilai Historis.  
Nilai historis yang dimaksudkan adalah nilai yang ditimbul karena sesuatu 
yang dilepaskan memiliki sejarah atau cerita tersendiri yang sangat 
penting dan berharga bagi kehidupan seseorang. Seperti halnya, tanah 
yang ditempati dan dimiliki secara turun menurun hingga beranak cucu. 
Sama halnya, jika yang terjadi adalah tanah yang ditempati dan miliki 
hanya satu-satunya tanah yang dimiliki dan merupakan harta warisan dari 
orangtua. Dalam keadaan dan kondisi seperti itu, tentunya akan sangat 
sulit bagi pemegang hak untuk melepaskan tanahnya.  
4. Dampak Psikologis.  
Dampak psikologis terhadap pelepasan hak atas tanah dalam pengadaan 
tanah oleh masyarakat pemegang hak tidak dapat dihindarkan. Hal 
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tersebut dapat terjadi, karena terhadap sesuatu yang dikuasai sejak lama 
secara otomatis akan menciptakan hubungan batin secara emosional 
terhadap sesuatu yang dikuasainya. Dalam hal ini, hubungan batin antara 
masyarakat pemegang hak dengan tanah yang dikuasainya. Dampak 
psikologis yang akan timbul karena kesedihan mendalam yang dirasakan 
karena putusnya hubungan batin tersebut. Kemungkinan yang buruk yang 
dapat terjadi dikemudian hari adalah stress mulai dari intensitas ringan 
hingga berat.   
     Kerugian non-fisik menjadi salah satu kelemahan dari peraturan 
perundang-undangan pengadaan tanah di Indonesia, bahwa pada 
kenyataannya ganti rugi yang diberikan hanya berupa ganti rugi secara 
fisik, tanpa mengindahkan ganti rugi non-fisik. Pasal 1 angka 11 Perpres 
Nomor 65 Tahun 2006 secara jelas menyebutkan bahwa ganti rugi 
adalah: 
Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 
dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain 
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan 
kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial 
ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah. 
Akan tetapi, tidak terdapat penjabaran lebih lanjut terkait dengan 
kerugiaan non fisik yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.  
      Dalam peraturan perundang-undangan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum terbaru, yaitu Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan 
Umum secara eksplisit juga sudah mengatur terkait dengan kerugian non-
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fisik, yang terdapat dalam Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 yaitu: bahwa 
salah satu bentuk ganti rugi adalah kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam 
penjelasannya, dijelaskan bahwa kerugian lain yang dapat dinilai adalah 
kerugian non fisik yang dapat disetarakan dengan nilai uang, misalnya 
kerugian karena kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya pemindahan 
tempat, biaya alih profesi, dan nilai atas properti sisa.  
      Keempat, Keterlibatan Pihak Ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan hal yang tidak 
dapat dihindarkan. Pihak ketiga yang secara individu memiliki tujuan 
tersendiri, yakni mencari keuntungan untuk diri pribadi dengan 
memanfaatkan situasi dan kondisi di lapangan. Peran pihak ketiga sangat 
strategis dalam mempengaruhi nilai ganti rugi. Hal ini dibuktikan dengan 
ganti rugi yang diperoleh oleh beberapa pemegang hak atas tanah yang 
telah melakukan pelepasan hak atas tanah.  
      Dari (data sekunder yang diolah), menggambarkan bahwa pemberian 
ganti rugi di lapangan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang 
dilakukan oleh satgas pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep. 
Sehingga, tergambar bahwa tidak adanya patokan nilai dasar ganti rugi. 
Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara ganti rugi nilai bangunan 
rumah permanen, nilai bangunan rumah panggung, dan nilai bangunan 
rumah permanen lantai 2 (dua), serta nilai ganti rugi pekarangan. Hal 
tersebut di atas bisa terjadi terkait dengan siapa yang mengurus dalam 
proses ganti ruginya. 
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      Hal tersebut di atas, dapat terjadi karena pemegang hak tidak 
mengurusnya secara langsung, melainkan dalam proses ganti rugi dibantu 
oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum di Kabupaten Pangkep terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: 
Pertama, Pihak Internal. Pihak internal yang dimaksudkan adalah pihak 
yang berasal dari dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Pangkep; 
dan Kedua, Pihak Eksternal. Pihak eksternal yang dimaksudkan adalah 
pihak yang berasal dari luar lingkungan pemerintah Kabupaten Pangkep, 
tetapi memiliki kedekatan secara emosional dengan pihak dilingkungan 
pemerintahan atau memiliki kedudukan yang penting di Kabupaten 
Pangkep.   
      Menurut pernyataan Hj. Mukhlis,84 dikatakan bahwa pengurusan ganti 
rugi miliknya diserahkan secara keseluruhan oleh pihak ketiga, yang 
berasal dari pihak eksternal. Lebih lanjut Hj Mukhlis mengatakan bahwa, 
beliau mau menerima Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Padahal 
jika sesuai dengan penawaran awal pemerintah, beliau hanya 
mendapatkan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta).  
      Kenaikan nilai ganti rugi yang diterima oleh Hj. Mukhlis sangat 
signifikan, yang awalnya hanya Rp.75.000.000,- menjadi Rp. 
350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, terlihat 
jelas peran aktif dari pihak ketiga dalam meloby nilai ganti rugi yang akan 
diterima. Dari Rp. 350.000.000,- yang diterima oleh pemegang hak, tidak 
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semua menjadi milik pemegang hak, melainkan  10% atau lebih (sesuai 
yang diperjanjikan) dari total tersebut diberikannya kepada pihak ketiga 
sebagai biaya kerja. 
      Keterlibatan pihak ketiga dalam proses ganti rugi dalam pengadaan 
tanah untuk kepentingan pelebaran tersebut, tentunya sangat tidak adil 
bagi pemegang hak atas tanah lainnya yang sama sekali tidak 
menggunakan jasa dari pihak ketiga tersebut. Terlibatnya pihak ketiga 
dalam hal ini juga diakibatkan karena adanya peluang berbuat curang 
yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan.  
      Kelima, Pengetahuan masyarakat. Kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap pengadaan tanah terlihat jelas di lapangan selama 
proses pengadaan tanah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan 
kurangnya kesadaran masyarakat pemegang hak atas tanah untuk 
berperan aktif dalam pembangunan serta kurangnya pemahaman tentang 
arti kepentingan umum dan fungsi sosial hak atas tanah. Hal ini diakibat 
oleh kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan diadakannya 
pelebaran jalan poros lintas Sulawesi yang masuk dalam proyek Trans 
Makassar-Pare Pare, padahal sudah terlebih dahulu diberikan 
penjelasan/sosialisasi oleh panitia pengadaan tanah.  
      Disatu sisi, terdapat adanya pemegang hak atas tanah yang masih 
berpikiran kolot, bahwa tanah milikya adalah mutlak milik dan dibawah 
kekuasaannya, lebih-lebih tanah tersebut merupakan tanah yang dijadikan 
sebagai sumber pencaharian sehari-harinya, sehingga tanah tersebut 
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masih terus dipertahankan sekuat tenaga tanpa memperhatikan tanah 
berfungsi sosial serta dasar rencana dan tujuan pelebaran jalan yang 
dilakukan. 
      Disisi lain, masih terdapat berbagai pendapat serta keinginan yang 
berbeda-beda dalam menentukan bentuk dan besar ganti rugi antara 
pemegang hak atas tanah yang satu dengan pemegang hak atas tanah 
yang lainnya, karena masih mementingkan nilai ekonomis dari tanah. 
Masyarakat pemegang hak beranggapan bahwa dalam pengadaan tanah 
berdasarkan jual beli, padahal yang terjadi adalah ganti rugi. Dimana 
terdapat perbedaan secara signifikan antara jual beli dan ganti rugi. Jual 
beli menitikberatkan pada keuntungan yang sebesar-besarnya, 
sedangkan ganti rugi tidak, melainkan apa yang diterima sudah cukup 
mengakomodir kerugian yang akan diderita pasca pelepasan hak tanpa 
ada keuntungan atas objek pengadaan tanahnya.       














Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab 
sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi musyawarah dalam pengadaan tanah untuk 
pelebaran jalan di Kabupaten Pangkep, pada dasarnya belum 
berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, yaitu: Pertama, Komposisi Panitia Pengadaan 
tanah yang tidak proporsional; Kedua, Proses musyawarah itu 
sendiri; Ketiga, Waktu pelaksanaan musyawarah yang terlampau 
lama, dan Keempat, Tekanan dalam proses musyawarah kepada 
pemegang hak.   
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan ganti rugi dalam 
musyawarah di Kabupaten Pangkep adalah: Pertama, Keberlakuan 
yuridis dalam pengadaan tanah terkait dengan tim penaksir harga; 
Kedua, Harga pasar yang berlaku di Kabupaten Pangkep, Ketiga, 
Kerugian Non-Fisik yang diderita pemegang hak atas tanah berupa 
nilai ekonomis, nilai historis, nilai sosial serta dampak psikologis, 
Keempat, Keterlibatan pihak ketiga dalam proses ganti rugi, dan 
Kelima, Pengetahuan masyarakat yang kurang memadai tentang 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan, 
maka saran penulis adalah: 
1. Kepada pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta 
Panitia Pengadaan Tanah hendaknya dalam proses ganti rugi lebih 
mengedepankan transparasi dalam proses ganti rugi; 
2. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menaungi 
pengadaan tanah, hendaknya lebih meningkatkan pengawasan 
dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk meminimalisir 
keterlibatan pihak ketiga dalam proses ganti rugi;   
3. Kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk 
mengkaji dan mempertimbangkan kembali kerugian non fisik yang 
diderita pemegang hak terkait ganti rugi pelepasan hak dalam 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 33 ayat 3  
Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai 
oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar 
Agraria 
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) 
(1)Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut;  
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air dan ruang angkasa.  
Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada 
dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama 
dengan orang lain serta badan-badan hukum.  
(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
member wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang 
ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas 
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menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain 
yang lebih tinggi. 
 
Pasal 6 
Semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial 
Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan 
yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruaang angkasa, dalam 
batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 
(2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya. 
Pasal 16 ayat (1) 
(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 
(1) adalah: 
a. Hak milik,  
b. Hak guna-usaha,  
c. Hak guna-bangunan,  
d. Hak pakai,  
e. Hak sewa,  
f. Hak membuka tanah,  
g. Hak memungut hasil hutan,  
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 
diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta 
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 
dalam pasal 53.  
Pasal 18 
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan 
Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah 
dapat dicabut, dengan member ganti kerugian yang layak dan 
menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam pasal 6.  
(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
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Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  
(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.  
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula 
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 
tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.  
Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)  
(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini hak milik terjadi karena :  
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
b. ketentuan Undang-undang.  
 
Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut 
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.  
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya 
peralihan dan pembebanan hak tersebut.  
Pasal 24  
Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 
dengan peraturan perundangan.  
Pasal 25  
Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  
Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 
pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
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dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta 
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada 
orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah 
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan 
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali.  
Pasal 27  
Hak milik hapus bila:  
a. tanahnya jatuh kepada Negara :  
1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;  
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ;  
3. karena diterlantarkan;  
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).  
b. tanahnya musnah. 
Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana 
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan 
atau peternakan.  
(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 
hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih 
harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan 
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  
(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.  
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat 
diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.  
(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan 
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan 






Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :  
a. warganegara Indonesia;  
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia.  
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan 
tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak 
yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak 
itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
Pasal 31  
Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah. 
 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, 
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud 
dalam pasal 19  
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak 
guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka 
waktunya berakhir.  
Pasal 33  
Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  
Pasal 34  
Hak guna usaha hapus karena:  
a. jangka waktunya berakhir;  
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 
syarat tidak dipenuhi;  
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir;  
d. dicabut untuk kepentingan umum;  
e. diterlantarkan;  
f. tanahnya musnah;  
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g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).  
Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, 
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun 
(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan 
serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut 
dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 
tahun.  
(3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah :  
a. warganegara Indonesia;  
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia.  
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan 
dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat (1) 
pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak 
guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika 
hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau 
dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena 
hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan 
diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Pasal 37  
Hak guna bangunan terjadi:  
a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara : karena 
penetapan Pemerintah;  
b. mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik 
antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang 
akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud 
menimbulkan hak tersebut.  
Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 
demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
pasal 19.  
(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan 
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serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu 
hapus karena jangka waktunya berakhir.  
Pasal 39  
Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
hak tanggungan. 
Pasal 40  
Hak guna bangunan hapus karena:  
a. jangka waktunya berakhir;  
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 
syarat tidak dipenuhi;  
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir;  
d. dicabut untuk kepentingan umum;  
e. diterlantarkan;  
f. tanahnya musnah;  
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2). 
Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  
(2) Hak pakai dapat diberikan :  
1. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 
dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;  
2. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian 
jasa berupa apapun.  
3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemerasan.  
Pasal 42  
Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:  
a. warga negara Indonesia;  
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia;  
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  
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Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan 
izin penjabat yang berwenang.  
(2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak 
lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan. 
Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
(1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas 
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya 
sejumlah uang sebagai sewa.  
(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan :  
a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;  
b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.  
(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak 
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 
pemerasan.  
Pasal 45  
Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:  
a. warganegara Indonesia;  
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia;  
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Pasal 1 angka 5  
Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan 
masyarakat. 
Pasal 1 angka 10 
Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling 
mendengar, saling member dan saling menerima pendapat, serta 
keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan 
besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan 
kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan 
antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan 
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benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang 
memerlukan tanah. 
Pasal 1 angka 11 
Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 
dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain 
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan 
hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan social ekonomi sebelum 
terkena pengadaan tanah. 
 
Pasal 5 
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan 
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah, meliputi:  
h. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang 
atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air 
minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;  
i. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan 
lainnya;  
j. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api ,dan terminal;  
k. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan 
bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;  
l. Tempat pembuangan sampah;  
m. Cagar alam dan cagar budaya; 
n. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.  
 
Pasal 8 ayat (1) 
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dalam rangka 
memperoleh kesepakatan mengenai:  
a. pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi 
tersebut; 
b. bentuk dan besarnya ganti rugi. 
 
Pasal 9 ayat (1) 
(1) Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak 
atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah, dan 






Pasal 10 ayat (1) dan (2) 
(1) Dalam hal kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang 
tidak dapat dialihkan atau dipindahkan secara teknis tata ruang 
ketempat atau lokasi lain, maka musyawarah dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender 
terhitung sejak tanggal undangan pertama.  
(2) Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, panitia pengadaan 
tanah menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada 
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah 
yang bersangkutan.  
Pasal 13  
f. Uang; dan/atau; 
g. Tanah pengganti; dan/atau; 
h. Pemukiman kembali; dan/atau; 
i. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; 
j. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) 
(1) Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :  
a. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya 
dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan 
berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah 
yang ditunjuk oleh panitia;  
b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab di bidang bangunan;  
c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang 
bertanggung jawab dibidang pertanian. 
(2) Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, 
Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh 












Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) 
(2) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: 
f. Unsur Instansi yang membidangi bangunan dan/atau 
tanaman; 
g. Unsur Instansi pemerintah pusat yang membidangi 
Pertanahan Nasional; 
h. Unsur Instansi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 
i. Ahli atau seorang yang berpengalaman sebagai penilai harga 
tanah; 
j. Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau 
bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang 
berkaitan dengan tanah 
(3) Keanggotaan Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) apabila diperlukan dapat ditambah dari unsur 
Lembaga Swadaya Masyarakat. 
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
Pasal 1 angka 2 
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 
memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada para pihak 
yang berhak.  
Pasal 33  
Bahwa salah satu bentuk ganti rugi adalah kerugian lain yang dapat 
dinilai. Dalam penjelasannya, dijelaskan bahwa kerugian lain yang 
dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat disetarakan dengan 
nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau 
pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi, dan nilai 
atas properti sisa. 
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